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ABSTRAK 
 
DEWI AYU SRI HASTUTI. NIM: 15.12.11.088. Strategi Cyber Public 
Relations Diskominfo Klaten dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik. 
Skripsi. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Ushuluddin dan 
Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi cyber PR Diskominfo 
Klaten dalam optimalisasi layanan informsi publik. Latar belakang penelitian 
adalah adanya pengelolaan layanan informasi publik utamanya melalui website 
pemerintah Kabupaten Klaten yang belum optimal. Website resmi pemerintah 
sendiri merupakan salah satu gerbang informasi online yang akan diakses oleh 
masyarakat setempat. Dari konteks masalah di atas, maka Diskominfo Kabupaten 
Klaten semakin berkomitmen dan mulai fokus menjalankan strategi cyber PR 
yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik yang ada. 
       Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif 
yang bertujuan menggambarkan fenomena dan realitas yang sedang terjadi 
tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti bisa 
memperoleh gambaran detail sekaligus mendalam tentang informasi mengenai 
suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Adapun narasumber yang 
diwawancarai adalah Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 
       Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam optimalisasi layanan 
informasi publik yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Klaten telah 
mempraktikkan strategi cyber PR yang menggabungkan 4 hal secara menyeluruh 
yakni Strategic (memiliki perencanaan desain komunikasi yang tidak dilakukan 
secara sembarangan. Publikasi informasi yang disampaikan ke publik, 
sebelumnya telah didesain, direncanakan sedemikian rupa, seperti membangun 
desain publikasi rangkaian Hari Jadi Klaten & HUT RI yang melibatkan OPD, 
dan rancangan menggunggah berita terbaru dengan cepat. Selanjutnya Integrated 
(menggunakan internet dan fasilitasnya sebagai sarana publikasi, hal ini terwujud 
dengan adanya website resmi klatenkab.go.id yang terintegrasi dengan website 
lain di bawahnya), Targeted (memiliki dan mampu  menjangkau target audiens 
yang spesifik, yaitu masyarakat Klaten, pejabat pemerintah dan generasi milenial 
hingga generasi Z), dan Measurable (memiliki hasil yang terukur, dalam hal ini 
memiliki data ukuran yang jelas seperti jumlah kunjungan, pengikut (dalam media 
sosial), dan trafik web. Dengan strategi cyber PR yang ada mampu 
mengoptimalkan layanan informasi publik yang dikelola Diskominfo Klaten. 
Kata Kunci : Cyber PR, Website, Layanan Informasi Publik, Klaten 
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ABSTRACT 
 
DEWI AYU SRI HASTUTI. NIM: 15.12.11.088. The Cyber Public Relations 
Strategy of Klaten’s Communication and Information Office (Diskominfo) in 
Optimizing Public Information Services. Thesis. The Department of Islamic 
Communication and Broadcasting. Faculty of Ushuluddin and Da’wa. The 
State Islamic Institute of Surakarta 2019. 
       This study aims to describe Klaten‟s Communication and Information Office 
(Diskominfo) cyber public relations strategy in optimizing public information 
services. The background of the research is the management of public information 
services mainly through the government website of the Klaten Regency which is 
not yet optimal. The government's official website itself is one of the online 
information gateways that will be accessed by the local community. From the 
context of the problem above, Klaten‟s Communication and Information Office 
(Diskominfo) is increasingly committed and begins to focus on carrying out a 
cyber PR strategy aimed at optimizing existing public information services. 
       The method used in this research is descriptive qualitative method that aims 
to describe the phenomena and realities that are happening in the midst of people's 
lives. This approach was chosen so that researchers can obtain detailed and in-
depth images of information about a particular social phenomenon that is 
phenomenological. The interviewees were the Field of Communication and 
Information Dissemination. 
    The results of this study can be concluded that in optimizing the public 
information service owned by Klaten‟s Communication and Information Office 
has practiced a cyber PR strategy that combines 4 things as a whole, namely 
Strategic (has a communication design plan that is not done haphazardly. 
Publication of information submitted to the public, previously has been designed, 
planned in such a way, such as building a publication design for the Republic of 
Indonesia Anniversary of the Republic of Indonesia which involves OPD, and the 
plan to upload the latest news quickly, then Integrated (using the internet and its 
facilities as a means of publication, this is realized with the official website of 
klatenkab.go .id which is integrated with other websites below), Targeted (owning 
and being able to reach specific target audiences, namely the Klaten people, 
government officials and millennial generation to generation Z), and Measurable 
(having measurable results, in this case having a large amount of data clear links 
such as the number of visits, followers (on social media), and web traffic. With 
the existing cyber PR strategy, it is able to optimize public information services 
managed by Klaten Diskominfo.    
Keywords : Cyber PR, Website, Public Information Service, Klaten 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan media baru (new media) kini dinilai membantu 
kerja seorang praktisi Humas/PR. Dengan media baru, perusahaan/ 
organisasi/ instansi dapat melakukan branding company, atau bahkan 
branding profile secara cepat dan luas diterima oleh publik. Hubungan 
masyarakat (Humas) atau juga disebut dengan public relations, menjadi 
hal yang tidak asing di setiap lembaga pemerintahan, pendidikan, 
organisasi, perusahaan, atau instansi. Peran Humas di dalam suatu 
pemerintahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Humas 
bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, 
meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan 
masyarakat terhadap sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan 
memahami sebuah situasi.  
Teknologi kini semakin berkembang, tak hanya teknologi pangan, 
pendidikan, dan industri, melainkan juga teknologi komunikasi. 
Indikator perkembangan tersebut bisa dilihat dari lahirnya internet. 
Internet mampu membawa penggunanya berseluncur tanpa batasan 
ruang dan waktu untuk memberikan dan menerima informasi secara 
bebas. Telah banyak pula, masyarakat khususnya di Negara Indonesia 
yang menggunakan internet untuk berkomunikasi dan berbagi 
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informasi. Jika diamati lebih lanjut lagi, internet sudah menjadi hal 
yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Mulai dari hiburan, edukasi, 
belanja, mencari informasi, dan masih banyak manfaat lainnya.  
“Internet merupakan suatu media yang sangat besar 
manfaatnya, maka tidaklah terlalu dibesar-besarkan jika 
disebut sebagai cyber space komunikasi baru dari 
masyarakat dunia. Berbagai kalangan mulai dari 
usahawan, intelektual, pelajar, praktisi, media massa, 
para ibu rumah tangga atau bahkan anak-anak dapat 
mengambil keuntungan dengan hadirnya internet.” 
Kriyantono, (2006: 333) 
Menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia) tahun 2018, pertumbuhan pengguna internet semakin 
bertambah tahun, semakin meningkat. Hasil survei terbaru tahun 2018 
pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sejumlah 171,17 juta jiwa 
dari total populasi penduduk Indonesia 264, 16 juta orang. Artinya, 
pengguna internet Indonesia mencapai 64,8% dari total penduduk 
Indonesia. Sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai 143,26 juta 
jiwa. 
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Gambar 1. Data Survei APJII 2018-Pertumbuhan Pengguna Internet (Dok. 
Penulis, 2019) 
 
 
Dari data di atas bisa dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia 
yang mana per tahun 2018 adalah 171,17 juta jiwa, maka setengahnya 
lebih menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ke 
tahun pengguna internet semakin bertambah, penambahan dari tahun 
2017 ke 2018 sendiri adalah 27,91 juta pengguna.  
Tak hanya itu, perkembangan teknologi yang sedang terjadi ini 
juga mulai memengaruhi dan membawa perubahan pada proses 
distribusi pesan. Media teknologi, dalam hal ini internet memiliki 
kemampuan memperpendek pandangan, pendengaran, dan sentuhan 
melalui ruang dan waktu.  
Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi sekaligus 
internet, pada era digital  mulai melahirkan sebuah bentuk realitas atau 
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kehidupan yang baru yang dikenal dengan istilah realitas virtual/ dunia 
cyber. 
Kehadiran internet juga telah mengubah cara orang berkomunikasi. 
Mulai banyak perusahaan, organisasi, maupun instansi yang aktif 
mengambil langkah dan turut memanfaatkan kehadiran internet, tak 
terkecuali para praktisi Humas. Misalnya dalam lingkup pemerintahan, 
kehadiran internet dimanfaatkan penuh untuk menunjang kelancaran 
tugas para pemangku jabatan/ pemerintah dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya. Hadirnya internet semakin mewarnai dunia humas. 
Teknologi internet menjadi media ampuh dan menjadi penghubung para 
praktisi humas dengan publik internal maupun publik eksternal untuk 
membantu pencapaian tujuan perusahaan/ instansi. 
Teknologi informasi dan komunikasi yang kian maju didorong 
untuk mengoptimalkan peran humas melalui Online Public Relations 
(Online PR) berbasis web/ media sosial. Bila selama ini humas lebih 
banyak mengandalkan kegiatan public relations secara konvensional, 
kini dituntut untuk lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dengan 
kata lain, Online Public Relations/ Cyber PR yaitu terjalinnya 
komunikasi sebuah institusi dengan target sasarannya secara online 
yang memanfaatkan fasilitas internet. 
Cyber PR atau disebut dengan E-PR adalah inisiatif PR atau public 
relations yang menggunakan media internet sebagai sarana 
publisitasnya. Cyber PR/ E-PR, maknanya berawal dari 3 huruf yang 
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ada, yaitu “E” mengacu pada media elektronik internet. Popularitas, 
kegunaan internet dimanfaatkan oleh para pelaku PR untuk membangun 
brand dan memelihara kepercayaan. Selanjutnya, “P” mengacu pada 
public. “Public” di sini artinya masyarakat sekitar/ publik. Media 
internet mampu memudahkan para pelaku PR untuk menjangkau 
mereka dengan lebih cepat atau sebaliknya. Berikutnya, “R” adalah 
relations. Relations merupakan hubungan yang harus dipupuk antara 
perusahaan/ instansi dengan publik (Onggo, 2004:1). 
Sehingga, cyber PR merupakan aktivitas humas perusahaan/ 
instansi yang berhubungan dengan publik yang cara kerjanya 
menggunakan media elektronik secara online. 
Di berbagai instansi/ perusahaan/ organisasi sedang gencar 
melakukan strategi baru sebagai wujud inovasi dari perkembangan 
teknologi komunikasi untuk memperoleh kepercayaan dari publik 
sasaran yang lebih besar. Tak kalah dengan hal itu, instansi 
pemerintahan turut mengaplikasikan/ menerapkan strategi cyber PR 
dalam rangka menjalankan peran dan fungsi humas, yang tak hanya 
dalam ranah konvensional, melainkan juga ranah digital. 
Fokus utama cyber PR adalah membidik media online. Dengan 
fokus inilah kelebihan atau keunggulan media online bisa didapatkan 
penuh oleh para praktisi PR, seperti kecepatan dalam penyebaran 
informasi kepada publik, komunikasi yang konstan, dan komunikasi 
yang interaktif pada media online hingga para praktisi humas dapat 
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memperoleh feedback dari pelanggan atau pengunjung website yang 
dikelola oleh humas sendiri. Keunggulan lainnya adalah penghematan 
biaya pengeluaran. 
Keberadaan internet bersama beberapa manfaatnya inilah juga 
mulai dimanfaatkan oleh kalangan pemerintahan. Internet menjadi 
senjata paling ampuh untuk menyalurkan informasi/ berita, sosialiasasi 
program pemerintahan. Terutama instansi pemerintahan mulai 
melakukan strategi humas online, salah satunya adalah Dinas 
Komunikasi Informatika. Diskominfo yang ada di setiap daerah kota/ 
kabupaten memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. 
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 
daerah. 
Di setiap jajaran pemerintah daerah, utamanya adalah lingkup kota/ 
kabupaten juga terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo). Diskominfo mengurus perihal komunikasi publik dan 
sebagai jembatan antara masyarakat dengan jajaran pemangku 
kebijakan untuk menyampaikan aspirasinya.  
Berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati) Klaten Nomor 52 tahun 
2016, tugas dan fungsi Diskominfo adalah membantu Bupati 
melakukan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, 
persandian dan statistik. Struktur Diskominfo Klaten terbagi menjadi 3 
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bidang, yaitu bidang sekretariat, bidang komunikasi dan persandian, 
serta bidang informatika. 
Dalam kaitannya pelayanan kepada publik, merupakan salah satu 
tanggung jawab jajaran pemerintahan untuk selalu memberikan 
pelayanan yang optimal. Berdasarkan undang-undang Republik 
Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang 
lingkup pelayanan publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan 
dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, 
kesehatan, jaminan sosial, energi, pariwisata, dan sektor strategis 
lainnya. 
Seperti yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
Klaten, dalam menjalankan peran dan fungsinya, Diskominfo dengan 
melakukan strategi cyber PR berupaya memberikan pelayanan terbaik 
untuk masyarakat Klaten. Salah satunya pelayanan komunikasi dan 
informasi. 
Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Dinas Komunikasi dan 
Informatika Klaten, pada bagian tugas pokok dan fungsi Seksi 
Komunikasi dan Desiminasi Informasi Pasal 16 Ayat (2), salah satu 
rincian tugas Diskominfo adalah menyelenggarakan pelayanan 
informasi kepada masyarakat. 
Informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di 
sisi lain, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 
informasi seputar, pemberitaan, informasi pekerjaan, pelayanan, 
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pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau persoalan lingkungan. 
Sebelum adanya internet, masyarakat utamanya Kabupaten Klaten 
mengirim aspirasi dan informasi dengan surat, atau melalui pesan 
singkat (SMS) kepada pemerintah setempat.  
Dalam hal ini, tentu jajaran pemerintahan Pemerintah Kabupaten 
Klaten berperan untuk menyediakan media komunikasi dan informasi 
yang cepat dan transparan kepada masyarakat. Pelayanan publik 
akhirnya tidak selalu hanya di ranah konvensional saja, melainkan 
mulai merambah di ranah cyber.  
Di era internet ini, hadirlah website sebagai media komunikasi dan 
informasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Internet berperan betul 
untuk membantu terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, dan 
efisien. Terlebih dalam hal penyampaian aduan ke pemerintah. 
Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang untuk menyampaikan keluhan 
ke kantor pemerintah daerah. Atau jika ingin mengetahui publikasi 
agenda pemerintahan, kini, dengan koneksi internet, kapanpun bisa 
dilakukan akses informasi secara bebas, bahkan pengiriman aduan 
kepada pemerintah setempat menjadi cepat. Dengan adanya internet, 
semakin memperpendek jarak dan waktu. 
Situs web Pemerintah Daerah dapat dikatakan menjadi salah satu 
wujud perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk 
publikasi elektronik (media baru) melalui internet. Situs web menjadi 
salah satu media informasi dan komunikasi dari suatu Pemerintah 
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Daerah kepada masyarakat/ publik mengenai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan daerah setempat. 
Menurut Wiratmo dkk (2017:330), pengelolaan situs web 
pemerintahan yang maksimal bertujuan sebagai sarana online public 
relation. Online PR atau e-PR (Electronic Public Relations), atau Cyber 
PR merupakan hal yang tergolong baru bila dibandingkan dengan PR 
tradisional. Cyber PR merupakan penggunaan perangkat media 
teknologi baru berbasis internet  yang direncanakan secara strategis, 
untuk membangun dan mempertahankan dialog (komunikasi dua arah) 
antara organisasi/ publiknya. Adapun sarana yang digunakan dalam 
strategi cyber PR ini adalah melalui website. 
Kehadiran website yang sudah dimanfaatkan oleh jajaran 
pemerintah, juga diatur pengelolaannya oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini bertujuan 
untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/ 
atau Situs Web Badan Pemerintahan, memfasilitasi integrasi layanan 
Badan Pemerintahan berbasis elektronik, mewujudkan keterbukaan 
informasi publik, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
mengakses layanan publik.  
Sedangkan, pada Buku Panduan Penyelenggaraan Website 
Pemerintah Daerah – Depkominfo, tanggal 5 Agustus 2003, dinyatakan 
bahwa dalam membangun website pemerintah daerah ada sejumlah 
kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, fungsi, aksesbilitas, 
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kegunaan. Situs web pemerintah sebaiknya fokus pada keperluan 
penggunaan, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang 
diinginkan pengguna (users). 
Selanjutnya, aspek aksesibilitas juga harus diperhatikan. 
Aksesbilitas di sini artinya tidak terjadi diskriminasi bagi pengguna satu 
dengan lainnya. Website pemerintah daerah dapat dibuka/ diakses oleh 
siapapun, tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan komputer, 
perangkat yang dimiliki oleh pengguna.  
Aspek berikutnya adalah kegunaan. Website pemerintah daerah 
idealnya  dikelola secara profesional, desain tampilan menarik dan 
berguna sesuai kebutuhan pengguna yang beragam. Berita dan artikel 
yang dipublikasikan kepada masyarakat sebaiknya disajikan secara jelas 
dan mudah dimengerti.  
Kriteria yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kerjasama. 
Website pemerintah daerah harus saling bekerjasama, bersinergi dengan 
OPD daerah setempat untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. 
Masyarakat tentu menginginkan akses yang mudah terhadap segala 
bentuk informasi dan pelayanan yang disediakan pemerintah. Semua 
dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform 
Resource Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari dapat 
menghubungkan dengan cepat, informasi yang diinginkan secara 
langsung.  
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Ketiga, konten yang efektif. Memiliki konten yang kaya, selalu 
memperbarui informasi yang ada di lingkup pemerintahan menjadi 
tanggung jawab pengelola situs web pemerintah daerah. Dari sini, 
masyarakat yang menjadi pengguna/ users berhak memperoleh data, 
berita terbaru dan tepat dari isi website pemerintah daerah. 
Website resmi (official) Pemkab Klaten dikelola oleh Diskominfo 
sejak tahun 2017 awal. Pada tahun sebelumnya, URL 
www.klatenkab.go.id dikelola oleh bagian Humas Setda Klaten. Setelah 
perpindahan tersebut, Diskominfo memiliki kewenangan penuh untuk 
mengelola website resmi Klaten sebagai sarana cyber PR, utamanya 
dalam pemenuhan dan optimalisasi layanan informas terkait pemerintah 
Kabupaten Klaten, dan berita terbaru (update). Hal ini akan membantu 
masyarakat Klaten senantiasa mengetahui agenda pemerintahan dan 
kebijakan-kebijakan pemerintah. 
 Menurut wawancara dengan salah satu admin web resmi Pemkab 
Klaten, ada 41 website yang menginduk pada web klatenkab.go.id. 
Website tersebut dikelola oleh masing-masing OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah).  
 Pada jurnal penelitian karya Liliek Budiastuti Wiratmo, dkk 
membahas mengenai Website Pemerintah Sebagai Sarana Online 
Public Relation. Liliek memilih secara random website pemerintahan 
yang dijadikan sebagai sampel, pada bagian analisis, salah satunya 
adalah website resmi pemerintahan Kabupaten Klaten. Kesimpulan 
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yang bisa didapat dalam jurnal tersebut adalah website resmi Pemkab 
Klaten dinilai masih kurang optimal/ kurang baik dalam operasional 
front office, back office, maupun pengguna (Wiratmo, dkk, 2017: 326-
329) 
Tidak hanya itu, situs web yang dikelola oleh Diskominfo Klaten 
masih belum semuanya memenuhi standar situs web pemerintah yang 
telah dirancang/diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) 
tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.  
 
 
Gambar 2. Front Office/ Tampilan Awal Website Resmi Pemerintahan Kab. 
Klaten (Dok. Penulis) 
 
Maka dari itu, fakta-fakta di atas menjadi latar belakang penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan strategi cyber PR 
dalam optimalisasi layanan informasi publik. Humas/ PR di sini dilihat 
dari sudut pandang tugas dan fungsinya. Walaupun secara struktur/ 
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fungsi jabatan “Humas” di Dinas Komunikasi dan Informatika masih 
belum ada, namun secara peran & fungsi/ kinerja Humas, telah 
dilakukan oleh Diskominfo Klaten.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari paparan latar belakang di atas, didapatkan sejumlah identifikasi 
masalah yang relevan dengan ruang lingkup dan kedalaman masalah 
serta variabel yang akan diteliti, di antaranya adalah: 
a. Layanan Informasi Publik yang dilakukan Diskominfo secara 
online masih belum optimal.  
b. Website resmi Pemkab Klaten dinilai masih jauh dari standar 
website pemerintahan yang ada.  
c. Humas pada Diskominfo Klaten masih dipandang sebagai peran 
dan fungsi saja, bukan sebuah posisi jabatan yang harus dipegang 
beberapa orang/ SDM/ ASN. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, batasan masalah yang dibuat oleh penulis adalah strategi cyber 
PR Diskominfo Klaten dalam upaya optimalisasi layanan informasi 
publik. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis dapat 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
“Bagaimana strategi cyber PR Diskominfo Klaten dalam Optimalisasi 
Layanan Informasi Publik ?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
bagaimana strategi Cyber PR yang dilakukan Diskominfo Klaten 
dalam upaya optimalisasi layanan informasi publik. 
 
F. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Akademik  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 
wawasan bagi penelitian, khususnya mengenai strategi Cyber PR 
yang dilakukan oleh humas di Lingkup Pemerintahan. Selain itu, 
diharapkan dapat menambah rujukan keilmuan dalam penelitian 
selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, 
masukan serta kontribusi pada pihak yang membutuhkan 
pengetahuan ini, utamanya kepada obyek penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Public Relations 
Beberapa definisi public relations banyak dikemukakan oleh para 
tokoh komunikasi yang bergelut di bidang PR. John E. Marston dalam 
buku Modern Public Relations yang dikutip Kriyantono (2012:4) 
menyampaikan bahwa PR adalah: 
“Public relations is planned, persuasive communication 
designed to influence significant public” (public relations adalah 
kegiatan komunikasi persuasif dan terencana yang didesain 
untuk memengaruhi publik yang signifikan). 
 
Selain itu dalam Kriyantono (2012:5) juga menyampaikan pendapat 
The First World Forum of Public Relations, yang menyatakan bahwa: 
“Public relations practice adalah seni dan ilmu pengetahuan 
mengenai proses menganalisis trend, memprediksi konsekuensi-
konsekuensinya, memberikan konseling kepada pimpinan 
organisasi, dan mengimplementasikan program yang terencana 
yang akan melayani kepentingan organisasi dan publik. 
 
Sedangkan definisi PR menurut Grunig & Hunt (1984:6) yang dikutip 
Kriyantono (2012:5), Public Relations merupakan sebuah praktik 
manajemen komunikasi antara organisasi/ instansi dengan publiknya. 
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Dari beberapa pengertian di atas, Kriyantono menyimpulkan konsep-
konsep yang terkandung dalam definisi PR yang mana digambarkan 
menjadi bagan sebagai berikut: 
  
 
 
 
 
Bagan 1. Konsep-konsep penting yang terkandung dalam definisi PR 
PR bukanlah salah satu bentuk dari periklanan seperti yang 
dipahami masyarakat selama ini. PR menyangkut seluruh komunikasi 
yang berlangsung pada suatu organisasi/ perusahaan/ instansi dengan 
perencanaan yang jelas untuk mencapai tujuan yang spesifik, yang 
telah dibuat sebelumnya. Tujuan spesifik yang dimaksud adalah 
pembangunan citra tentang perusahaan/ organisasi/ instansi tersebut 
kepada masyarakat.  
Berbeda dengan iklan, iklan hanya sebatas pada pemasaran yang 
memasarkan serta menawarkan produk-produk atau jasa yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan atau instansi. Iklan tidak selalu 
dilakukan oleh semua organisasi/ instansi, namun semua organisasi 
pasti mempunyai PR dan tidak akan pernah lepas dari peran seorang 
PUBLIC 
RELATIONS 
TUJUAN 
PR 
RUANG 
LINGKUP 
PEKERJAAN 
PR 
MEDIA 
PR (PR 
TOOLS) 
FUNGSI 
PR 
WRITING 
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PR. Ia akan menjadi kunci keberhasilan dan keefektifan komunikasi di 
dalam sebuah organisasi. 
Dalam penyebutan lain public relations juga disebut dengan humas 
(hubungan masyarakat). Menurut SK Bonar (1959:19) yang dikutip 
dalam Suprawoto (2018:41), Humas adalah menjalankan usaha-usaha 
untuk mencapai hubungan yang harmonis antara suatu badan atau 
organisasi dengan masyarakat sekelilingnya. Definisi tersebut lebih 
menekankan pada hubungan yang harmonis antara lembaga dengan 
masyarakat sekeliling organisasi/ instansi itu. Bisa dikatakan, seorang 
praktisi PR atau Humas harus dapat menjamin adanya saling 
pengertian dan akan terus berupaya untuk meningkatkan citra 
organisasi.  
Definisi Humas yang diambil dari The British Institute of Public 
Relations dalam Ruslan (2016:15) yang dikutip Suprawoto (2018:43), 
berbunyi: 
“Public Relations practice is deliberate, planned and sustain 
effort to establish and maintain mutual understanding between 
an organization and its publics” (Praktik Public Relations 
adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya 
untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara 
organisasi dan publiknya).  
Adapun Scott M Cutlip mendefinisikan humas merupakan fungsi 
manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang saling 
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menguntungkan antara organisasi dan masyarakat, yang menjadi 
sandaran keberhasilan atau kegagalannya.  
Sedangkan Rachmadi F (1993:20), menguraikan bahwa substansi 
humas adalah: 
a. Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 
goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari 
publik; 
b. Sasaran humas adalah menciptakan opini publik yang favourable, 
menguntungkan semua pihak; 
c. Humas merupakan unsur penting (fungsi manajemen) guna 
mencapai tujuan organisasi; 
d. Komunikasi yang dilakukan oleh humas tidak hanya ke luar akan 
tetapi juga ke dalam; 
e. Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis 
antara organisasi dengan publik melalui proses komunikasi timbal 
balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis akan timbul dari 
adanya saling pengertian. 
 
a. Tugas dan Fungsi Public Relations 
Dalam Suprawoto (2018:55) yang mengutip pernyataan 
Surbakti (1999:168), pengertian tugas adalah segala kegiatan yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan sifatnya statis, 
sedangkan tugas memiliki sifat yang dinamis. Untuk melaksanakan 
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sebuah tugas, seseorang atau lembaga harus mempunyai 
kewenangan yaitu hak untuk melaksanakan tugas. Secara 
keseluruhan, tugas dan kewenangan yang dilaksanakan itu disebut 
dengan fungsi. 
Fungsi PR atau sering disebut dengan peranan PR sendiri 
bermakna harapan publik terhadap apa yang harus dilakukan oleh 
seorang praktisi PR. Fungsi PR akan berjalan ketika ia mampu 
melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna dan 
menjamin kepentingan publik.  
Kriyantono (2012:21) memberi garis besar fungsi public 
relations, yaitu:  
1) Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan 
dengan publiknya (maintain good communication). Hal tersebut 
berarti bahwa seorang humas harus mampu menjalin komunikasi 
yang efektif serta harmonis kepada masyarakat luas, termasuk 
konsumen, stakeholder, dan lain sebagainya. 
2) Melayani kepentingan publik (serve public’s interest). 
Kepentingan publik menjadi poin yang harus diprioritaskan oleh 
praktisi humas. Humas baik dalam lingkup perusahaan maupun 
lingkup instansi pemerintahan. 
3) Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik 
(maintain good morals & manners). Hal ini menjadi salah satu dari 
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garis besar fungsi seorang praktisi PR. Menjaga dan memastikan 
bahwa perilaku dan moralitas SDM perusahaan terjaga dengan 
baik. 
       Sedangkan, menurut Cutlip & Center dalam Kriyantono 
(2012:22) menyebut fungsi public relations adalah: 
1) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan 
organisasi/ instansi. 
2) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 
menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan 
menyalurkan opini publik kepada perusahaan.  
3)Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan 
perusahaan untuk kepentingan umum. 
4)Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan 
publik, baik internal maupun eksternal. 
       Fungsi-fungsi yang dipaparkan di atas akan selalu melekat 
pada praktisi Public Relations. Di manapun dan kapanpun, PR 
memiliki sekaligus mengemban fungsi-fungsi tersebut. 
b. Tujuan PR/ Humas 
 Setiap jalannya organisasi/ lembaga/ perusahaan/ instansi pasti 
memiliki tujuan yang telah disusun sebelumnya. Tidak bisa 
dibayangkan jika keempat hal tersebut dibentuk tanpa tujuan. 
Dengan adanya tujuan, arah organisasi akan semakin jelas. 
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Menurut Kriyantono (2018:56) tujuan hadirnya PR dalam 
organisasi adalah 
a) Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara 
perusahaan dan publiknya. 
  Dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan praktisi PR, 
diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (well-
informed) antara perusahaan dengan publiknya. Selain itu, 
kompetensi yang berkaitan dengan proses mencapai tujuan ini 
adalah kompetensi menulis. PR harus memiliki skill menulis 
untuk segala jenis tulisan yang berkaitan dengan pemberitaan 
perusahaan yang diwakilinya, misalnya seperti penulisan berita, 
brosur, majalah dinding, poster, newsletter, news release 
(siaran pers), artikel atau editorial. 
b) Membangun citra koorporat (corporate image) 
  Citra (image) merupakan gambaran yang ada dalam benak 
publik tentang perusahaan. Dengan kata lain, citra adalah 
persepsi publik tentang semua unsur yang ada dalam 
perusahaan, meliputi produk, pelayanan, budaya perusahaan, 
perilaku perusahaan atau perilaku individu-individu dalam 
perusahaan tersebut. Persepsi inilah yang akan mempengaruhi 
sikap publik, apakah mendukung, netral atau bahkan 
memusuhi. 
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Kriyantono (2012:10) memberikan bagan yang 
menggambarkan tujuan adanya PR, salah satunya adalah 
mengubah sikap publik. 
 
 
 
 
Bagan 2. Tujuan PR adalah membangun citra dengan mengubah 
sikap publik. 
c) Membentuk opini publik yang favourable (baik, 
menguntungkan) 
  Opini publik sendiri merupakan ekspresi publik mengenai 
persepsi dan sikapnya terhadap perusahaan. Terdapat 3 jenis 
opini, di antaranya opini positif, opini negatif, dan opini netral. 
Tuntutan PR dalam hal ini adalah memelihara komunikasi 
persuasif yang ditujukan untuk: 
a. Menjaga opini yang mendukung (maintain favourable 
opinion). 
b. Menciptakan opini yang masih tersembunyi atau yang 
belum diekspresikan (create opinion where none exist pr 
where it is latent) 
c. Menetralkan opini yang negatif (netralize hostile opinion) 
Benci (Hosility) 
Prasangka Buruk 
(Prejudice) 
Apatis (Apathy) 
Tidak Tahu 
(Ignorance) 
 
Simpati (Sympathy) 
Menerima 
(Acceptance) 
Menaruh Perhatian 
(Interest) 
Berpengetahuan 
(Knowledge) 
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d) Membentuk goodwill dan kerja sama 
  Tujuan yang terakhir adalah tahapan yang nyata dari 
humas. Di sini publik ikut terlibat atau bekerja sama dengan 
program perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, tujuan 
humas adalah menciptakan jalinan kerja sama dalam bentuk 
perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan perusahaan. 
Harapan besar, publik secara nyata mendukung program-
program perusahaan. 
c. Ruang Lingkup PR/ Humas 
Dalam Suprawoto (2018:76) menyampaikan pendapat 
Rachmat Kriyantono, ruang lingkup pekerjaan humas setidak-
tidaknya ada tujuh, yakni: 
a) Publication dan publicity, yaitu usaha melakukan pengenalan 
perusahaan/ instansi/ organisasi kepada publik melalui 
berbagai media yang ada, baik itu media mainstream maupun 
media baru. 
b) Events, yaitu mengorganisasi even atau kegiatan sebagai upaya 
membentuk citra. Kegiatan ini biasanya dikelola secara 
internal organisasi. 
c) News. Praktisi humas harus memiliki keterampilan menulis 
seperti release, newsletter, berita, dan lain sebagainya. 
Keterampilan ini menjadi salah satu skill yang tidak boleh 
diabaikan oleh humas. 
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d) Community Involvement, yaitu melibatkan masyarakat sekitar. 
Hal ini sangat penting bahwa kehadiran perusahaan atau 
organisasi bagi masyarakat sekitar harus merupakan berkah 
bukan sebaliknya. Pun termasuk dengan instansi pemerintah 
jika hendak mengadakan sebuah kegiatan, dalam 
pelaksanaannya bisa melibatkan komunitas atau masyarakat 
sekitar. 
e) Identity-Media. Pekerjaan humas adalah menjalin hubungan 
dengan media. Karena sangat penting untuk memperoleh 
publisitas melalui media. Dan juga sebaliknya bahwa media 
perlu humas sebagai sumber beritanya. 
f) Lobbying. Selain menulis, humas dituntut untuk memiliki 
kemampuan persuasi dan negosiasi. Keahlian ini sangat 
penting, apalagi ketika perusahaan/ organisasi menghadapi 
sebuah krisis yang disebabkan adanya sebuah tuntutan atau 
bentuk lainnya. Semata-mata praktik negosiasi dan persuasi ini 
dilakukan untuk meminimalisir krisis yang ada. 
g) Social Investment. Humas harus memiliki program untuk 
kepentingan umum, seperti program bantuan untuk peduli 
bencana, pengobatan gratis, beasiswa, dan masih banyak 
lainnya. 
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2. PR Pemerintah (Government Public Relations) 
Dalam Suprawoto (2018:48) mengutip pendapat Dan Lattimore 
dkk (2007:308), memberi batasan humas pemerintah, yaitu: 
“Goverment public relations is a management function that helps 
objectives define objectives and philosophies while also helping 
the organization adapt to the demands of its constituencies and 
environment.” 
 
Dari pendapat di atas ditegaskan bahwa humas pemerintah adalah 
fungsi manajemen yang membantu organisasi merumuskan tujuan 
organisasi. Di sisi lain, humas pemerintah juga sebagai mata dan 
telinga organisasi, bagaimana menghadapi/ mengelola krisis dan 
bagaimana memberikan masukan kepada organisasi.   
Berbeda dengan PR yang mewakili sebuah perusahaan/ organisasi, 
humas pemerintahan tidak memiliki orientasi komersial mengingat 
bahwa instansi pemerintah bukan lembaga komersial. Humas 
pemerintahan lebih menekankan pada public service, peningkatan 
layanan umum, dan menjaga citra pemerintahan agar tetap positif di 
mata publik. 
Scot M Cutlip, memberi batasan humas pemerintahan adalah 
fungsi manajemen yang sah, yang membantu menjadikan badan, 
departemen, dan entitas publik lainnya tanggap terhadap warga 
masyarakat (Cutlip, 2005:395). Batasan humas pemerintah dengan 
humas perusahaan adalah terletak pada fungsinya membantu instansi 
pemerintahan di lingkungannya untuk tanggap terhadap warga secara 
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timbal balik. Humas pemerintah bertugas untuk menerima masukan 
dari warganya. 
a) Ruang Lingkup Humas Pemerintahan 
Pandangan di atas merupakan uraian ruang lingkup humas 
secara umum. Sedangkan ruang lingkup humas pemerintah itu 
sendiri, sebagaimana dipaparkan dalam Suprawoto (2018:77) 
bahwa I Gusti Ngurah Putra mengutip pendapat Edward L. 
Berneys dalam bukunya Public Relations, berpendapat, ruang 
lingkup humas pemerintah lebih ditekankan secara umum, dan 
tidak secara teknis. Menurutnya, ruang lingkup humas pemerintah 
secara umum adalah: 
1) Memberi informasi kepada masyarakat 
Informasi sendiri merupakan hak yang harus diterima oleh 
masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus dapat memenuhi 
hak masyarakat tersebut sebagaimana hak-hak yang lainnya. 
Apalagi dengan era saat ini, di mana informasi sudah 
merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah. Belum lagi realitas bahwa informasi menyangkut 
masyarakat luas, tentu hal tersebut menjadi pekerjaan 
pemerintah terutama bagian humas untuk melakukan publikasi 
dan penyebaran informasi secara terbuka kepada masyarakat 
agar mereka mengetahui dan memahaminya. 
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2) Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah 
laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan ke dua 
belah pihak. 
Humas pemerintah harus memiliki kemampuan persuasi 
sehingga masyarakat yang dulunya ragu-ragu atau menolak 
kebijakan pemerintah menjadi menerima bahkan mendukung. 
Di sisi lain, menjalin hubungan baik dengan media juga 
menjadi kerja praktisi humas tersendiri. Hal tersebut erat 
kaitannya dengan upaya meminimalisir pemberitaan negatif 
jika instansi pemerintahan sedang dilanda krisis. 
3) Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antar 
lembaga dengan sikap dan perbuatan masyarakat, begitu 
sebaliknya. 
  Humas pemerintah harus dapat menjadi jembatan emas 
dengan masyarakat. Apalagi eksekusi program pemerintah 
untuk kepentingan masyarakat dari kacamata pemerintah harus 
sejalan dengan kepentingan masyarakat. Humas pemerintah 
harus dapat menjamin hal itu. 
b) Tugas dan Fungsi PR dalam Pemerintah 
Dalam Suprawoto (2018:63) mengutip pernyataan F. Rachmadi 
(1993:78), menyatakan bahwa tugas humas pemerintah. yaitu: 
1) Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat 
tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan 
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pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan 
objektif. 
Salah satu yang menjadi pembeda humas pemerintah dengan 
perusahaan adalah pada fungsi pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Pelayanan yang dimaksud meliputi semua layanan 
yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap 
rakyat. 
2) Memberikan bantuan kepada media berita (news media) berupa 
bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-
langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan 
kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting. 
Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi 
media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat 
diperlukan. 
3) Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan 
kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di 
dalam negeri maupun khalayak di luar negeri. 
4) Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, 
selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam 
bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi 
pemerintahan yang bersangkutan sebagai masukan. 
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c) Prinsip Dasar Humas Pemerintah 
 Dalam penjelasan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola 
Kehumasan dijelaskan bahwa dalam konteks kehumasan, 
profesionalisme praktisi humas sebagai ujung tombak pengelolaan 
informasi dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi 
SDM.  
 Misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan 
reputasi positif. Praktisi humas pemerintah sebagai salah satu 
aparatur negara berperan membentuk opini publik, menampung 
dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat. Melakukan 
klarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, 
serta melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah. 
       Di dalam buku terbitan Departemen Komunikasi dan 
Informatika, berjudul Bunga Rampai Kehumasan yang dipaparkan 
Suprawoto (2018:83-84), lima dasar prinsip humas yaitu: 
1) Sampaikan kebenaran, tell the truth. Humas pemerintah tidak 
dibenarkan untuk menyampaikan berita yang tidak benar. 
Semua informasi yang akan dipublikasikan, harus dicek 
kebenarannya serta harus dari sumber yang resmi. Jangan 
sampai yang disampaikan dari sumber yang tidak resmi , yang 
akibatnya malah menimbulkan masalah. 
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2) Adanya perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara terus 
menerus. Segala sesuatu harus direncanakan dengan baik. Isu 
yang berkembang di masyarakat apa, kemudian direncanakan 
counter opinion-nya. Lalu, yang tak kalah pentingnya 
direncanakan pula image building-nya. 
3) Menggunakan bahasa yang tepat, efektif dan positif. Apabila 
sudah menggunakan bahasa yang efektif, kemudian tentukan 
siapa target audiensinya, baru kemudian mencari cara yang 
sesuai.  
4) Humas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
harus menggunakan teknologi. Mengingat era ini telah 
berkembang teknologi yang kian cepat dan pesat. Dengan 
menggunakan berbagai media, akan semakin luas jangkauan 
yang dapat dilayani humas pemerintah. 
5) Melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah disampaikan, 
demikian juga program-programnya. Hal ini dilakukan untuk 
mendapat umpan balik guna penyempurnaan setiap program 
yang telah dan akan dilakukan. Sehingga, terjadi continous 
public relations, a plan and continous public relations. 
 Jika disesuaikan dengan tugas dan fungsi Diskominfo yang 
tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten. Peran Diskominfo, 
layaknya Humas Klaten yang mengelola komunikasi dan 
informasi publik kepada masyarakat Klaten. 
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3. Strategi Cyber Public Relations 
       Secara bahasa, menurut Suhandang (2014: 80) dalam skripsi 
Alfiansyah (2018: 37) strategi berasal dari bahasa Yunani yakni 
strategia (stratos : militer, dan og : pemimpin) yang aslinya berarti 
“seni sang jendral” atau “kapal sang jendral”. Dengan demikian, dalam 
istilah tersebut terkandung makna yang mencakup sejumlah situasi 
kompetitif dalam permainan. 
       Menurut Effendy (2006:32), Strategi pada hakikatnya adalah: 
Perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk 
mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, 
strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan 
arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 
operasionalnya. 
       Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan 
paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan 
menejemen komunikasi (communication management) untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
       “Dalam era digital saat ini, kesalahan sedikit saja bisa berdampak 
besar. Bahkan, menjadi viral dalam hitungan detik. Oleh karena itu, 
sebagai humas kita harus benar-benar fokus pada perencanaan. 
Persiapkan rencana A hingga Z, antisipasi risikonya, review rencana 
Anda lagi hingga mendekati sempurna.” Laksamana (2018:140). 
 
       Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana 
operasionalnya secara praktis ketika dilakukan, dalam arti kata bahwa 
bisa jadi berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. 
32 
 
 
Menurut Onggo (2004:1), Cyber Public Relations seperti yang 
telah penulis paparkan di bab pendahuluan, CPR juga disebut dengan 
E-PR adalah adalah inisiatif PR atau public relations yang 
menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya.  
Cyber PR/ E-PR, maknanya berawal dari 3 huruf yang ada, yaitu 
“E” mengacu pada media elektronik internet. Popularitas, kegunaan 
internet dimanfaatkan oleh para pelaku PR untuk membangun brand 
dan memelihara kepercayaan. Selanjutnya, “P” mengacu pada public. 
“Public” di sini artinya masyarakat sekitar/ publik. Media internet 
mampu memudahkan para pelaku PR untuk menjangkau mereka 
dengan lebih cepat atau sebaliknya. Berikutnya, “R” adalah relations. 
Relations merupakan hubungan yang harus dipupuk antara perusahaan/ 
instansi dengan publik (Onggo, 2004:1) 
Peran cyber public relations sangat erat kaitannya dengan media 
online. Maka bisa dikatakan definisi lain cyber PR adalah humas 
online. Menurut praktisi PR Philips & Young (2009: 37) dalam 
Yumikosari (2017) untuk dapat mencapai kesuksesan dalam 
melakukan praktik public relations secara online, terdapat empat 
elemen dasar online public relations yang harus diperhatikan oleh 
praktisi PR, di antaranya transparency, porosity, the internet as an 
agent, richness in content, dan reach. 
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1) Transparency 
Cyber PR di mana kegiatan PR dilakukan secara online, 
tranparansi merupakan sesuatu yang hidup dan berjalan baik. 
Dalam konteks instansi pemerintahan, pihak pemerintahan 
dituntut untuk semakin transparan dalam memberikan informasi 
kepada masyarakat lewat media sosial. 
2) Porosity  
Mengacu pada Phillips dan Young (2009: 45), porosity 
dapat diartikan sebagai transparansi yang tidak disengaja. Saat 
ini, perusahaan/ sebuah instansi banyak melakukan komunikasi 
menggunakan internet seperti melalui email, instant messaging, 
blogs, dan media sosial. Ketika perusahaan/ instansi memulai 
interaksi kepada pihak eksternal (masyarakat) melalui dunia 
maya, informasi mengenai perusahaan akan disebarkan dengan 
cara yang lebih informal dan lebih transaparan. 
3) Internet as an agent 
Philips and Young (2009:52) mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan „agency‟ adalah proses transformasi pesan di 
mana pesan tersebut diberikan dari satu orang ke orang yang 
lain secara online, yang kemudian memberikan konteks 
pemahaman baru. Internet agency, yaitu ketika suatu pesan atau 
cerita mengalami perubahan selama proses melalui dunia maya 
merupakan fenomena yang lumrah terjadi. Buktinya adalah 
34 
 
 
banyak postingan blog yang menginterpretasikan kembali dari 
sumber lain, yang disebut juga humas internet agency.  
4) Reachness in Content and Reach 
Elemen richness dan reach dalam praktik public relations 
secara online tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Philips dan 
Young (2009:55) menjelaskan bahwa richness of information 
atau kekayaan informasi merupakan proses di mana 
transparansi dieksekusi. Kekayaan informasi tersebut bisa 
tercipta dan tersampaikan karena adanya reach dalam internet. 
Organisasi dan pihak-pihak ketiga menyediakan banyak sekali 
informasi secara online. Bahkan, halaman website perusahaan 
tertimbun oleh banyaknya halaman-halaman lain dalam dunia 
maya yang memberikan kesan mengenai perusahaan secara 
online. Kekayaan informasi online ini disediakan baik oleh 
perusahaan itu sendiri, sejumlah orang lainnya, dan teknologi 
internet serta komputer (agen). 
Dalam public relations, terdapat kebutuhan di dalam dua 
area perkembangan richness atau kekayaan informasi. Pertama, 
dalam penciptaan konten yang kaya, yaitu adanya berbagai 
macam bentuk konten seperti kata-kata, gambar, suara, video, 
diagram, musik, dan lain-lain yang disediakan untuk publik dan 
teknologi internet. Sedangkan untuk area kedua adalah 
keterlibatan orang-orang yang akan menambah kekayaan 
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melalui komunitas online mereka sendiri, yang kemudian akan 
berpengaruh pada bertambahnya richness dan reach dalam 
proses yang bersimbiosis. Biasanya cara ini ditempuh blog, 
forum dan sebagainya. 
Seperti yang dipaparkan oleh Hidayat (2014:97), PR digital 
hadir dan menjalankan perannya sebagai ujung tombak 
informasi dan fungsinya sebagai manajemen mempertahankan, 
mengelola, dan membangun citra & reputasi perusahaan/ 
instansi. Kegiatan PR seperti konferensi pers, tour media, dan 
lainnya mungkin sudah lazim dilakukan. Namun, kegiatan 
online PR belum semua menggunakannya. 
Berbeda dengan Holtz (2002: 16) menyatakan bahwa 
praktik online public relations yang strategis (atau next-
generation online public relations) harus memiliki & 
menggabungkan empat hal yang menyeluruh di antaranya 
adalah: 
- Strategic. Komunikasi didesain untuk memengaruhi hasil. 
Dalam hal ini, artinya bahwa komunikasi para praktisi PR/ 
humas pada konteks dunia yang serba digital, direncanakan 
sebaik mungkin, agar informasi yang disampaikan benar-
benar memberikan hasil sesuai dengan target. 
       Komunikasi tidak dilakukan secara sembarangan. 
Publikasi informasi yang disampaikan ke publik, sebelumnya 
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telah didesain, direncanakan sedemikian rupa. Tentunya, 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu. 
- Integrated. Perusahaan/ organisasi/ instansi menggunakan 
internet sebagai bagian dari perencanaan komunikasi yang 
lebih luas. 
       Dalam strategi cyber PR ini, keterlibatan internet menjadi 
hal yang mutlak. Utamanya dalam kaitannya publikasi 
informasi yang dibutuhkan masyarakat, melalui pemerintah.  
Mengingat bahwa layanan informasi publik, tidak melulu 
ditempuh dengan cara manual. Tersedianya internet semakin 
memangkas hambatan jarak dan waktu. 
- Targeted. Menggunakan internet berdasarkan keuntungan dan 
kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan bentuk 
komunikasi lainnya untuk menjangkau target audience yang 
spesifik. 
       Perluasan informasi atau diseminasi informasi sudah 
waktunya memanfaatkan internet. Sehingga dengan 
dilakukannya strategi ini, akan lebih menjangkau target 
audiens yang spesifik.  
- Measureable. Melakukan pengukuran dan perencanaan 
komunikasi yang strategis, menjadi poin akhir dalam 
kaitannya realisasi strategi cyber PR. Pengukuran dalam hal 
ini maksudnya, praktisi PR benar-benar menilai dan 
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mempertimbangkan keefektifan usaha komunikasi yang akan 
dilakukan. 
       Tentu, dengan hadirnya internet, nilai efektivitas dalam 
kaitannya publikasi informasi akan semakin tinggi, jika 
dibandingkan dengan pelayanan informasi secara offline. 
 
Dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus pada strategi Cyber 
Public Relations yang dilakukan oleh Diskominfo Klaten dalam 
optimalisasi pelayanan informasi publik melalui website.  
a) Fungsi Internet dalam Mendukung Tugas Ke-PR-an 
Kelebihan internet dalam mendukung tugas praktisi PR/ Humas 
adalah sebagai berikut: 
1) Jangkauan Luas 
Dengan internet, memungkinkan hubungan yang lebih luas, 
tempat bukan lagi sebagai penghalang dan perbedaan letak 
geografis bukan lagi sebagai hambatan untuk membangun 
relasi. 
2) Informasi dapat Diakses 24 Jam 
Informasi yang ada di internet dapat diakses 24 jam sehari, 7 
hari satu minggu, dan 365 hari dalam setahun. Informasi yang 
ada di internet seperti satpam yang selalu jaga 24 jam dalam 
satu hari. 
3) Interaktif 
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Internet memungkinkan komunikasi dua arah (two way 
communication) antara komunikator dan komunikan. 
Komunikasi yang dilakukan praktisi PR dengan publik bersifat 
akan lebih interaktif. 
4) Banyak Tersedia Informasi 
Ibarat perpustakaan, internet menyediakan semua informasi 
yang kita butuhkan, bahkan bisa dikatakan sangat lengkap. 
Praktisi PR akan terbantu dengan adanya sebaran informasi di 
internet.  
b) Fokus Utama Cyber PR 
1) Media Sosial 
 Dalam Cross (2014: 2) dinyatakan bahwa media sosial 
merupakan istilah yang mendeskripsikan beragam teknologi 
yang digunakan untuk melibatkan orang-orang dalam sebuah 
kolaborasi, pertukaran informasi, dan interaktivitas dengan 
konten web-based.  
 Sementara dalam Giannini (2010: 157) dikatakan bahwa 
media sosial merupakan media elektronik di mana partisipan 
dapat memproduksi, mempublikasi, mengontrol, mengritik, 
memberikan peringkat, dan melakukan interaksi dengan 
konten secara online. 
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 Media sosial sendiri memiliki beragam bentuk, 
bergantung pada fungsinya masing-masing. Media sosial yang 
populer yaitu instagram, twitter dan facebook.  
 Instagram diluncurkan pada tanggal 6 Oktober 2010. 
Instagram hadir menjadi sebuah aplikasi berbagi foto dan 
video. Beberapa akun diberi fasilitas untuk saling mengikuti 
satu sama lain. Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini 
adalah Humas setda Klaten giat mengunggah video-video 
pendek yang menarik untuk dibagikan kepada publik. Dari 
sinilah penulis ingin fokus pada strategi cyber PR yang 
dilakukan Humas Setda Klaten terutama pada langkahnya 
menggunakan instagram sebagai media publikasi informasi. 
2) E-Zine atau Majalah Elektronik 
  Dalam Onggo (2004:74) E-Zine adalah versi online suatu 
majalah. E-Zine sarat akan informasi artikel dan solusi. 
Beberapa E-Zine berbasis web atau email. Biasanya E-Zine 
tidak berisi semua artikel atau berita, namun hanya artikel atau 
kolom tertentu. 
3) Website 
  Website merupakan sarana komunikasi yang pertama kali 
dan paling populer dilihat oleh individu ketika membutuhkan 
informasi tentang suatu perusahaan/ organisasi/ instansi. 
Alamat web menjadi lebih dari sekadar “homepage” instansi. 
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Oleh sebab itu, tak heran banyak instansi pemerintahan mulai 
dari pusat hingga daerah mulai melengkapi sarana 
komunikasinya melalui website. 
  Website atau juga disebut dengan situs, diartikan sebagai 
kumpulan berbagai halaman-halaman yang digunakan untuk 
menampilkan informasi teks, gambar diam/ gambar bergerak, 
suara, animasi, atau bahkan gabungan dari semuanya. Unsur-
unsur dari website tersebutlah bisa bersifat statis maupun 
dinamis dan membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 
terkait satu sama lain dengan jaringan-jaringan halaman 
(Wardah, JOM Fisip, Vol.4, Feb 2017). 
       Jika diamati lebih jauh lagi, kondisi website yang ideal 
setidaknya memenuhi standar minimal yang tercantum pada 
Buku Panduan Penyelenggaraan website Pemerintah Daerah – 
Depkominfo tanggal 5 Agustus 2003, dinyatakan dalam 
membangun website pemerintah daerah, terdapat sejumlah 
kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:  
a. Fungsi, Aksesbilitas, dan Kegunaan 
       Website pemerintah seharusnya berfokus pada 
keperluan penggunaan yaitu menyediakan informasi dan 
pelayanan yang diinginkan pengguna, yang mana dalam hal 
ini adalah masyarakat Kabupaten Klaten. Selain itu, 
aksesbilitas dapat terpenuhi, artinya tidak terjadi 
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diskrimansi bagi pengguna, website pemerintah daerah 
dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan 
komputer yang dimiliki oleh pengguna. 
       Dari segi kegunaan, artinya desain website pemerintah 
daerah sebaiknya profesional, menarik dan berguna sesuai 
dengan kebutuhan pengguna yang beragam. Berita dan 
artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya 
disajikan secara jelas dan mudah dimengerti. 
b. Kerjasama 
      Website pemerintah daerah harus saling bekerjasama 
untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Pengguna 
menginginkan akses yang mudah terhadap informasi dan 
pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat.  
       Semua dokumen pemerintah yang penting harus 
memiliki Uniform Resource Locator (URL) yang tetap, 
sehingga mesin pencari dapat menghubungkan dengan 
informasi yang diinginkan secara langsung. Sedangkan 
untuk domain resmi website milik pemerintah harus 
terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
dengan domain .go.id. 
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c. Isi yang efektif. 
       Pengguna dapat dengan mudah mengetahui bahwa 
informasi tertentu tersedia pada situs-situs pemerintah 
daerah manapun. Pengguna berhak memperoleh data, 
berita, materi terbaru yang tepat dari isi website pemerintah 
daerah. Keefektifan dalam memberikan layanan informasi, 
menjadikan pengunjung web mudah menemukan informasi 
yang sedang dicari. 
       Keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah 
merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan dari 
rakyat.  
       Selanjutnya, menurut panduan Depkominfo pada bab 
3, disebutkan, standar minimal website pemerintah daerah 
adalah:  
1) Selayang Pandang, yaitu menjelaskan secara singkat 
tentang keberadaan pemerintah daerah bersangkutan 
(sejarah, motto daerah, lambang, lokasi dalam bentuk peta, 
visi dan misi).  
2) Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah, yaitu 
menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah 
Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, 
alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika 
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memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan 
agar masyarakat luas mengetahuinya.  
3) Geografi, menjelaskan antara lain tentang topografi, 
demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya 
dari daerah bersangkutan, semua data dalam bentuk 
numeris atau statistik, dan sekaligus mencantumkan nama 
instansi sumber datanya.  
4) Peta  Wilayah, yaitu menyajikan batas administrasi 
wilayah dalam bentuk peta wilayah,  dan juga sumber daya 
yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam bentuk 
peta sumberdaya yang dapat digunakan untuk keperluan 
para pengguna/ pengunjung website.  
5) Peraturan / kebijakan daerah, menjelaskan Peraturan 
Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah bersangkutan. Melalui website pemerintah daerah 
inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat 
disosialisasikan kepada masyarakat luas.  
6) Buku Tamu, tempat untuk menerima masukan dari 
pengguna website pemerintah daerah bersangkutan. 
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4. Optimalisasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Optimalisasi 
adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan 
paling baik, paling tinggi). 
Menurut Winardi (1999:363) yang dikutip Fitriyanti (2016), 
Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. 
Selanjutnya, jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah 
usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan 
yang diinginkan atau dikehendaki. 
Sehingga, bisa dikatakan Optimalisasi merupakan suatu proses 
untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik 
dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan 
dengan memaksimalkan suatu fungsi dan tidak melanggar batasan 
yang ada. Output dari upaya optimalisasi ini adalah sistem yang 
semakin efektif, efisien, dan meminimalisir waktu proses, dan lain 
sebagainya. 
5. Layanan Informasi Publik 
Layanan informasi publik dalam lingkup pemerintahan, termasuk 
dalam fasilitas pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa Inggris -
Public, yang berarti masyarakat umum dan negara. Kata publik dalam 
Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang banyak/ ramai.  
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Pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari 
tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan 
kewenangan dalam mengelola sebuah daerah. 
Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Bab 1 Pasal 1 berbunyi Pelayanan Publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. 
Selanjutnya, pada Pasal 7 menegaskan bahwa standar pelayanan 
adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur. 
Sedangkan untuk asas pelayanan publik meliputi, kepentingan 
umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan 
kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak 
diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, 
kemudahan dan keterjangkauan. 
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a. Informasi Publik 
Informasi Publik di era digital ini bebas diakses oleh masyarakat 
luas. Terlebih semenjak berkembangnya internet. Internet menjadi 
gudang informasi yang selalu dirujuk masyarakat. 
Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008, pasal 1 angka (1), 
Informasi adalah keterangan, pernyataan, makna, gagasan, pesan, dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, baik berupa data maupun fakta 
yang bisa didengar, dibaca, dilihat, yang disajikan dalam berbagai 
format/ kemasan, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non elektronik. 
Sedangkan menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008, pasal 1 
angka (2), yang dikutip oleh Wardah (2017) Informasi Publik adalah 
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau 
diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU. 
Jika dihubungkan dengan elemen cyber PR, yaitu transparansi, 
memang selaras dengan tujuan keterbukaan informasi publik yang 
diusung oleh pemerintah Indonesia. Tujuan utama keterbukaan 
informasi sendiri adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik 
akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan 
dokumen sesuai permintaan publik. 
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B. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka di sini merupakan hasil penelitian terdahulu yang 
relevan dengan topik yang diambil peneliti pada penelitian ini. Kajian 
Pustaka menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan 
peneliti. Dari hasil penelusuran peneliti terkait topik penelitian, terdapat 
beberapa referensi yang dijadikan rujukan di antaranya, sebagai berikut : 
1. Skripsi yang berjudul Cyber Public Relations dalam Meningkatkan 
Citra (Studi Kualitatif Kegiatan Cyber PR Melalui Website Rumah 
Sakit Islam Klaten Tahun 2011) oleh Puji Indarwati, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, tahun 2012.  
       Pada penelitian ini persoalan yang dikaji mencakup satu rumusan 
masalah yaitu bagaimana kegiatan cyber PR humas Rumah Sakit 
Islam Klaten dalam meningkatkan citra melalui website. Tujuan 
penelitiannya adalah untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan 
kegiatan-kegiatan cyber PR melalui website yang dilakukan oleh 
humas Rumah Sakit Islam Klaten sebagai gerbang layanan publik 
secara online, dalam melihat ketertarikan publik terhadap Rumah 
Sakit Islam Klaten sebagai tempat pemeriksaan kesehatan.  
 Letak persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah pada kegiatan atau aktivitas humas online melalui website. 
Website hadir menjadi salah satu gerbang layanan publik yang 
dikelola humas untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai 
penghubung antara penentu kebijakan/ pemerintah dengan rakyatnya. 
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Sedangkan, letak perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tujuan 
penelitian. Sehingga akan didapat hasil atau kesimpulan yang berbeda. 
 Peneliti berfokus pada obyek penelitian yaitu Diskominfo 
Kabupaten Klaten. Jika penelitian di atas sebatas lingkup Rumah 
Sakit,  peneliti akan fokus pada pengelolaan website sebagai gerbang 
layanan publik di pemerintahan Kabupaten Klaten. 
2. Skripsi yang berjudul Cyber PR Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
karya Sutrisno, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018. 
Pada skripsi karya Sutrisno ini, peneliti berfokus pada aktivitas 
cyber PR lingkup pemerintahan Karanganyar di media website. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar cukup berhasil dalam melakukan 
pengelolaan website dan memanfaatkan keberadaannya sebagai sarana 
komunikasi dan publikasi informasi. Peneliti menggunakan teknik 
wawancara dan observasi. Selanjutnya, untuk memastikan validasi 
data, peneliti menggunakan triangulasi data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan aktivitas Cyber PR 
melalui website. Website resmi pemerintahan Kabupaten Karanganyar 
dikelola oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Perhubungan 
Komunikasi dan Informasi. Peneliti menunjukkan bahwa website 
pemerintah daerah menjadi gerbang utama menuju website OPD/ 
instansi lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan layanan 
informasi serta komunikasi publik. 
49 
 
 
Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang saya 
lakukan adalah saya berfokus pada Strategi Cyber PR Diskominfo 
Kabupaten Klaten dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik. 
Persamaan yang ada adalah aktivitas cyber PR yang diteliti seputar 
pengelolaan website oleh pemerintah daerah.  
3. Skripsi yang berjudul Strategi Cyber Public Relations PT Semen 
Tonasa dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik oleh M.A 
Daryono UIN Alaudin Makassar tahun 2016. 
       Pada penelitian ini persoalan yang dikaji dan ditarik menjadi 
rumusan masalah adalah mencakup 3 pertanyaan penelitian. 1) 
Apakah publik internal PT Semen Tonasa mendapat informasi 
informasi yang terkait perusahaan melalui website? 2) Bagaimana 
pemenuhan kebutuhan informasi terkait perusahaan melalui website 
bagi publik eksternal PT Semen Tonasa? 3) Bagaimana strategi cyber 
PR oleh Biro Humas PT Semen Tonasa dalam memenuhi kebutuhan 
informasi publik?  
 Letak persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah pada kegiatan atau aktivitas humas online. Sedangkan, letak 
perbedaannya adalah lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan output-
nya. Daryono menggunakan metode mix, yaitu langkah penelitian 
dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, 
yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini hanya 
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menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sehingga akan didapat 
hasil atau kesimpulan yang berbeda.  
 Dari rujukan tersebut peneliti ingin mencoba melihat sisi lain dari 
cyber PR terutama dalam lingkup pemerintahan (bukan perusahaan 
swasta, yang berorientasi pada profit). Daryono berfokus pada 
peningkatan layanan informasi, pun sama dengan saya sebagai 
peneliti, akan fokus pada layanan informasi publik yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 
4. Jurnal penelitian yang berjudul Penggunaan Media Sosial oleh Digital 
Native karya Lucy Pujasari Supratman, Universitas Telkom,  Vol. 15, 
No. 1, Juni 2018.  
       Di sini penulis jurnal hendak fokus pada penggunaan media sosial 
yang sangat masif dilakukan oleh para digital native. Penelitian ini 
cukup membantu peneliti hingga dijadikan rujukan untuk melihat 
seberapa besar penggunaan sosial media di era digital ini. Mengingat 
bahwa humas kini tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional, 
melainkan sudah menggunakan cara-cara online. 
 Jurnal tersebut membahas dan menyimpulkan ada tiga bagian, 
yaitu alasan penggunaan media sosial, tujuan menggunakan media 
sosial dalam keseharian, dan evaluasi diri penggunaan media sosial. 
Ketiga hal tersebut terintegrasikan secara komprehensif oleh digital 
native dalam mengolah konten informasi, menginterpretasi, dan 
mengevaluasi diri sebagai pengguna media sosial yang cerdas.   
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5. Jurnal Penelitian yang berjudul Website Pemerintah Daerah Sebagai 
Sarana Online Public Relations karya Liliek Budi Wiratmo, dkk, 
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang tahun 2017. 
Liliek dalam penyusunan jurnal ini ingin melihat bahwa 
pengelolaan website pemerintah bisa menjadi salah satu sarana online 
PR atau cyber PR. Peneliti menggunakan teknik sample secara acak 
(random) dan mengamati sekaligus meneliti website-website yang 
dikelola masing-masing instansi pemerintah daerah.  
Yang menjadi ketertarikan saya adalah, dalam analisis yang 
dilakukan Liliek, dkk, website pemerintah Kabupaten Klaten dalam 
pengelolaannya dinilai kurang optimal. Hal inilah menjadi alasan saya 
untuk meneruskan kembali hasil penelitian yang dilakukan oleh Liliek 
utamanya pada website pemerintah Kabupaten Klaten dalam 
optimalisasi layanan informasi publik. 
6. Jurnal penelitian yang berjudul Pengelolaan Website Sebagai Media 
Informasi Publik Pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota 
Pekanbaru oleh Mardhatilah Wardah, Kampus Bina Widya Pekanbaru 
tahun 2017. 
Letak persamaan penelitian saya dengan peneliti jurnal adalah 
seputar pengelolaan website yang dilakukan instansi pemerintahan. 
Kini, setiap pemerintahan daerah memanfaatkan website sebagai 
media informasi kepada publik. Webiste  hadir menjadi media 
komunikasi dan implementasi layanan informasi publik, semata-mata 
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untuk memberikan layanan publik yang efektif dan efisien. Cara-cara 
konvensional sudah mulai tergantikan dengan hadirnya media baru, 
salah satunya internet.  
Perbedaan hanya terletak pada obyek penelitian yang diambil. 
Saya mengambil Diskominfo sebagai obyek penelitian, sedangkan 
Mardhatilah fokus pada pengelolaan website oleh Bagian Humas dan 
Informasi Pemerintah Kota Pekanbaru. 
7. Jurnal penelitian yang berjudul Strategi Cyber Public Relations 
Website E-Marketplace (Studi Deskriptif Pada Website E-Marketplace 
Jual Beli Hasil Laut Pasarlaut.com) oleh Melati Agustin Yumikosari 
& Hadi Purnama, Prodi Ilkom Universitas Telkom, Jurnal Komunikasi 
Vol. 3 No. 1, April 2017. 
       Letak persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah pada kegiatan atau aktivitas humas online atau cyber PR-nya. 
Sedangkan, letak perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tujuan 
penelitian.  
 Dari rujukan tersebut peneliti ingin mencoba melihat bagaimana 
strategi cyber PR yang dilakukan melalui website. Walaupun lokasi 
berbeda dengan penelitian yang sedang disusun peneliti, yaitu instansi 
pemerintah (Diskominfo Klaten) sedangkan penulis jurnal 
mengangkat lokasi penelitian yang berorientasi pada profit.  
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C. Kerangka Berpikir 
Dari kajian teori yang terdapat di atas, dapat ditarik sebuah kerangka 
berpikir sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Bagan 3. Bagan Kerangka Berpikir 
 Input yang penulis maksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 
Klaten sebagai Bagian Kerja dari Pemerintahan Kabupaten Klaten. 
Diskominfo berperan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi 
kepada masyarakat. Jajaran pemerintah Kabupaten Klaten sendiri berperan 
menyediakan media komunikasi dan informasi yang cepat dan transparan 
kepada masyarakat. Pelayanan publik akhirnya tidak selalu hanya di ranah 
konvensional saja, melainkan mulai merambah di ranah cyber. 
 Proses yang dimaksud adalah bagaimana strategi cyber PR yang 
dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten 
dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi yang dimiliki. Strategi 
cyber PR ini hanya mencakup pada pengelolaan media komunikasi situs 
web resmi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam proses 
yang dimaksud dalam kerangka berpikir di atas, penulis menggunakan 
PROSES 
STRATEGI CYBER 
PR 
1. Strategic 
2. Integrated 
3. Targeted 
4. Measurable 
 
 
INPUT 
DINAS 
KOMUNIKASI 
DAN 
INFORMATIKA 
KLATEN 
OUTPUT 
LAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 
PEMERINTAH 
KABUPATEN KLATEN 
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strategi cyber PR menurut Holtz. Di antaranya adalah strategic, integrated, 
targeted, measurable. 
 Output dari proses yang dilakukan tersebut, akan didapat bahwa 
layanan informasi yang dikelola oleh Diskominfo Klaten berjalan secara 
optimal. Standar optimal di sini berdasarkan panduan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh Kemenkominfo. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Diskominfo Klaten yang 
berlokasi di Jl. Pemuda nomor 294 Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten 
Klaten. Penelitian akan dilakukan selama 5 bulan, yakni pada bulan April 
hingga Agustus 2019. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Metode Penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian 
deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung, 
rinci dan mendalam. Seperti pendapat Denzin dan Lincoln (1987) dalam 
Moleong (2010:5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian dengan menafsirkan fenomena yang terjadi, melibatkan 
berbagai metode yang ada, dan merupakan penelitian yang menggunakan 
latar alamiah. 
 Pendapat lain mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif merupakan 
penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka yang bertujuan untuk 
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 
individu atau sekelompok orang. Menurut Moleong (2010:5), pernyataan 
di atas hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, 
sedang yang penting dari definisi di atas adalah mempersoalkan apa yang
56 
 
 
diteliti, upaya memahami sikap, pandangan dan perilaku baik individu 
maupun sekelompok orang. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan sendiri 
merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang realitas apa 
yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti bisa memperoleh 
gambaran detail sekaligus mendalam tentang informasi mengenai suatu 
gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. 
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan 
sebelumnya, metode penelitian yang hendak digunakan peneliti adalah 
deskriptif kualitatif berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan 
dokumen. Penelitian Deskriptif  merupakan penelitian yang berusaha 
menggambarkan rincian-rincian spesifik dari situasi, setting atau relasi-
relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subyek penelitian. 
 Alasan pemilihan metode kualitatif deskriptif ini adalah peneliti ingin 
meneliti proses bagaimana cyber PR Diskominfo Klaten direncanakan dan 
berjalan. Selain itu, peneliti bermaksud meneliti cyber PR di Diskominfo 
Klaten secara mendalam. Dengan metode inilah, harapan besar peneliti 
bisa menemukan hasil penelitian sesuai dengan yang direncanakan 
sebelumnya. 
 Selanjutnya, berdasarkan asas penelitian kualitatif, analisis data dan 
sajian data akan dikerjakan jika telah dilakukan pengumpulan data yang 
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dianggap memadai dan selesai. Jika peneliti membuat kesimpulan yang 
mana dianggap kurang memadai maka diperlukan tindakan verifikasi 
dengan sasaran yang lebih fokus. 
C. Subyek Penelitian 
Sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, 
subyek penelitian yang telah dipilih yaitu informan/ narasumber yang 
mempunyai pengetahuan tentang strategi cyber PR dalam optimalisasi 
layanan informasi publik. Setelah melakukan pra survei, maka yang 
menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Admin website resmi Klaten,  
Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi, dan Kepala Bagian Humas 
Setda Klaten. 
Alasan penulis memilih kedua narasumber tersebut karena mereka 
memiliki informasi yang dibutuhkan penulis. Profil dan data-data lainnya 
akan diminta saat waktu penelitian telah dimulai.  
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data 
dilakukan dengan dua cara. Pertama, untuk data yang bersifat pokok 
(primer) dengan sumber utamanya dicatat melalui catatan tertulis. Kedua, 
bersifat (sekunder) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 
a. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang 
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mengajukan pertanyaan) dan terwawancara/ narasumber (yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu).  Maksud mengadakan 
wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) 
dalam Moleong (2010:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai 
orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian dan lain-
lain.  
Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
yang menggunakan pertanyaan melalui lisan kepada subyek penelitian. 
Teknik wawancara dilakukan secara langsung (face to face) antara 
peneliti dengan responden/ narasumber. 
Menurut Burhan Bungin (2012 : 67) ada dua tipe wawancara, yaitu 
wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini 
menggunakan penelitian wawancara mendalam (Indept Interview), dan 
pedoman wawancara (Interview Guide). Fungsi dari wawancara 
mendalam ini adalah bisa digali mengenai apa yang tersembunyi di 
dalam diri seseorang. Apakah yang menyangkut masa lampau, masa 
kini, dan masa yang akan datang. 
Untuk jenis-jenis wawancara sendiri di antaranya: 
- Wawancara Pembicaraan Informal 
 Jenis wawancara ini dilakukan bergantung dengan 
pewawancara yang bersangkutan. Hubungan pewawancara dengan 
terwawancara dalam suasana biasa, wajar, sedangkan jawabannya 
berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari 
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saja. Dalam berjalannya proses wawancara informal, bahkan 
narasumber tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia 
sedang diwawancarai. 
- Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara 
 Dalam Moleong (2010:187) jenis wawancara ini 
mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar 
pokok-pokok yang dirumuskan, dan tidak perlu ditanyakan secara 
runtut. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis 
besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar 
pokok-pokok yang telah direncanakan sebelumnya dapat 
seluruhnya tercakup. 
Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 
disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara 
yang sebenarnya. 
b. Observasi  
Observasi atau sering disebut dengan pengamatan. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi ini memungkinkan peneliti 
melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 
kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.  
Dalam penelitian kualitatif, observasi dimanfaatkan sebesar-
besarnya   seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981: 
191-193) dalam Moleong (1989: 174) sebagai berikut:  
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Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 
langsung. Pengamatan merupakan alat yang ampuh untuk 
mengetes suatu kebenaran. Selain itu, teknik pengamatan 
memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 
mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 
keadaan sebenarnya. Lalu, pengamatan juga memungkinkan 
peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 
pengetahuan proporsisional maupun pengetahuan yang langsung 
diperoleh dari data. 
Selain itu, Moleong (2010:174) menambahkan bahwa teknik 
pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi 
yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin 
memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi, pengamatan 
dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan 
untuk perilaku yang kompleks cukup kompleks. 
Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek 
yang  dipandang dapat dijadikan sumber data, misalnya mengikuti 
kegiatan-kegiatan Humas terkait pengelolaan website/ media sosial. 
Peneliti melakukan observasi pada bagian Humas Setda Klaten agar 
mengetahui, memahami permasalahan yang ada di dalamnya, dan agar 
peneliti memperoleh data yang konkrit untuk dideskripsikan lebih 
lanjut lagi dalam penelitian ini serta memudahkan penulis dalam 
menganalisis data. 
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c. Dokumentasi 
Dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi penelitian, baik 
berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 
monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Pada 
penelitian ini dokumen bisa berbentuk berita-berita surat kabar, segala 
bentuk tulisan yang diproduksi tim Humas, company profile, 
pernyataan, tampilan website, foto dan sumber tertulis lainnya. 
E. Teknik Keabsahan Data 
       Maksud dari keabsahan data (trustworthiness) adalah bahwa setiap 
keadaan harus memenuhi beberapa syarat, seperti mengandung nilai yang 
benar (tidak diada-adakan), dan memiliki dasar.  
 Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2010:330) : 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu.  
 
 Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 
melalui sumber lainnya. Denzim (1978) dalam Moleong (2010:330), 
membedakan empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 
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 Jika seluruh data telah terkumpul maka akan didapatkan data kualitatif 
yang sesuai dengan metode yang diambil. Dan hasil dari semua data yang 
diperoleh akan dianalisis lebih lanjut.  
F. Teknik Analisis Data 
 Dalam konsep analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen 
(1982) dalam Moleong (2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
Dalam teknik analisis data peneliti harus dapat memilah-milah data 
yang ada dan memadukannya kembali. Pada penelitan ini peneliti 
menggunakan analisis data dari lapangan Model Miles dan Huberman.  
Miles dan Huberman (1984) yang mereka kemukakan dalam buku 
Qualitative Data Analysis. Dalam Sugiono (2015:246) aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara 
terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model 
analisis intensif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam 
Sugiono (2015:246) , sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan 
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dilaksanakan dengan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta 
polanya. 
b. Penyajian Data 
Dalam penelitian kualitatif lapangan, penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
dan sejenisnya. Biasanya yang sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan model teks naratif. 
Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk informasi yang tersusun 
secara sistematis, semakin memudahkan peneliti memahami apa yang 
terjadi. 
c. Menarik Kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berisi jawaban atas 
rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Namun, di sisi 
lain, bisa jadi tidak bisa menjawab rumusan awal karena masalah dan 
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara 
dan akan terus berkembang. Tentu hal ini berkaitan dengan peneliti 
lain yang ingin mengembangkan penelitian kualitatif, sesuai dengan 
permasalahan lain yang baru ditemukan. 
Prinsip teknik analisas ini adalah mengolah dan menganalisa data-
data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur 
dan mempunyai makna. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Gambaran Umum & Profil Pemerintah Kabupaten Klaten 
a. Sejarah Singkat Kabupaten Klaten 
       Sejarah Klaten tersebar di berbagai catatan arsip-arsip kuno dan 
kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. Seperti di antaranya, 
tertulis dalam Serat Perjanjian Dalem Nata, Serat Ebuk Anyar, Serat 
Siti Dusun, Sekar Nawala Pradata, Serat Angger Gunung, Serat 
Angger Sedasa dan Serat Angger Gladag. 
Sumber lain tentang Sejarah Klaten yang bisa ditelusuri di 
antaranya ada di bundel Arsip Karesidenan Surakarta. Seperti Babad 
Giyanti, Babad Bedhahipun Karaton Negari Ing Ngayogyakarta, 
Babad Sindula, dan lain-lain. 
Cerita Kyai dan Nyai Mlati dianggap sebagai sumber terpercaya 
yang diakui sebagai cikal bakal kampung dan asal muasal nama 
Klaten yang konon tinggal di kampung Sekalekan. Baik sumber arsip 
kolonial, arsip kuno maupun manuskrip Jawa ternyata saling 
memperkuat dan melengkapi dalam menelusuri sejarah Klaten.  
Kedua abdi dalem Kraton Mataram ini ditugaskan oleh raja 
untuk menyerahkan bunga Melati dan buah Joho untuk menghitamkan
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gigi para putri kraton (Serat Narpawada, 1919:1921), dikutip dari situs 
web (https://klatenkab.go.id/sejarah-kabupaten-klaten/, diakses pada 
10 Mei 2019). 
Guna memenuhi kebutuhan bunga Melati untuk raja, Kyai dan 
Nyai Mlati menanami sawah milik Raden Ayu Mangunkusuma, istri 
Raden Tumenggung Mangunkusuma yang saat itu menjabat sebagai 
Bupati Polisi Klaten, yang kemudian dipindah tugaskan istana 
menjadi Wakil Patih Pringgalaya di Surakarta. Tidak ditemukan 
sumber sejarah tentang akhir riwayat Kyai dan Nyai Melati. Silsilah 
Kyai dan Nyai Melati juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten 
tidak ada yang mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini. 
Sejarah Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan Candi-
candi Hindu, Budha maupun barang-barang kuno. Asal muasal desa-
desa kuno tempo dulu menunjukan keterangan terpercaya. Desa-desa 
seperti Pulowatu, Gumulan, Wedihati, Mirah-mirah maupun Upit. 
Peninggalan atau petilasan Ngupit bahkan secara jelas menyebutkan 
pertanda tanggal yang dimaknai 8 November 66 Masehi oleh Raden 
Rakai Kayuwangi. 
Berdirinya Benteng atau Loji Klaten di masa pemerintahan 
Sunan Paku Buwana IV mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. 
Pendirian benteng tersebut peletakan batu pertamanya dimulai pada 
hari sabtu Kliwon, 12 Rabiul Akhir, Langkir, Alit 1731 atau sengkala 
RUPA MANTRI SWARANING JALAK atau dimaknai sebagai 
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tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam 
Babad Bedhaning Ngayogyakarata dan Geger Sepehi. Catatan sejarah 
ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2007 sebagai Hari Jadi Kabupaten Klaten yang 
diperingati setiap tahun (Sumber: https://klatenkab.go.id/sejarah-
kabupaten-klaten/, diakses pada tanggal 10 Mei 2019). 
b. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klaten 
       Dalam Rencana Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, adalah : 
a) Visi :  
Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera yang Berketuhanan, 
Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya. 
b) Misi : 
Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang 
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai 
berikut: 
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1) Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan 
berbudaya. 
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada 
Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, 
andalan dan unggulan. 
3) Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan 
yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung 
jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas 
dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang 
menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan 
dasar dan pertumbuhan ekonomi. 
5) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman 
dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran 
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, 
mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, 
tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin 
meningkatnya kesejahteraan sosial. 
6) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan 
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meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. 
c. Letak Geografis dan Demografis Kabupaten Klaten 
1) Letak Geografis 
       Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ 
kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 26‟ 14”  – 
110° 47‟ 51” Bujur Timur, 70° 32‟ 19”  –    7° 48‟ 33” Lintang 
Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Klaten dengan 
kabupaten lainnya.   
Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten : 
Sebelah Utara :Kabupaten Boyolali 
Sebelah Timur :Kabupaten Sukoharjo 
Sebelah Selatan :Kabupaten Gunungkidul (DIY) 
Sebelah Barat :Kabupaten Sleman (DIY) 
2) Demografis 
       Secara administratif, Kabupaten Klaten terdiri dari 26 
Kecamatan yang terbagi menjadi 391 Desa dan 10 Kelurahan.  
Berdasarkan data BPS Kabupaten Klaten tahun 2011-2017, 
jumlah penduduk Klaten  adalah 1.167.401 jiwa. Dengan 
persebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Trucuk, yaitu 
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dengan jumlah 71.058 jiwa. Sedangkan, yang paling sedikit di 
Kecamatan Karangnongko, berjumlah 32.657 jiwa. 
d. Lambang Kabupaten Klaten 
 
Gambar 3. Lambang Daerah Kabupaten Klaten (www.klatenkab.go.id, 
2019) 
 
1) Arti Warna Lambang 
       Terdapat 6 warna pada lambang daerah Kabupaten Klaten, di 
antaranya: kuning, hitam, putih, biru, hijau, dan merah. Paduan 
warna-warna tersebut menggambarkan keadilan, kemakmuran, 
kesejahteraan, yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada 
masyarakat Klaten. Warna hitam bermakna tegas, kuat dan kekal, 
maksudnya kuat dalam mencapai visi atau tujuan yang telah 
ditetapkan. 
       Sedangkan, warna biru muda merupakan warna cerah, tenang 
dan tenteram. Warna putih melambangkan kesucian, dan 
keteguhan, yang maknanya adalah teguh, suci dalam menuju cita-
cita. 
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2) Arti Gambar pada Lambang Daerah Kabupaten Klaten 
 Mahkota Kerajaan, melambangkan kebesaran/ keagungan  cita-
cita. 
 Orang yang Bersemedi dengan Rambut Terurai, Kaki Berbentuk 
Pita, bertuliskan “KLATEN”, melambangkan orang dengan 
tekad yang teguh dan suci menuju cita-cita Kabupaten Klaten. 
 Perisai Kuning Emas dengan Bingkai Segilima Putih, 
menggambarkan perlindungan rakyat menuju zaman keemasan 
“Toto Tentrem Kerto Raharjo” dengan prinsip kebajikan, 
kejujuran, keadilan dan kebenaran. 
 Padi dan Kapas, menggambarkan sandang dan pangan dari hasil 
pertanian dan perkebunan padi warna kuning emas jumlah 28 
kapas warna putih jumlah 10. 
 Tulisan serupa Tulisan Jawa, yang terbaca “Tumengo Toto 
Anggotro Raharjo”  artinya 0591  (1950) Hari jadi Pemerintah 
Kab Klaten (di tanah jawa) 28-10-1950 
 Gunungan Warna Biru Muda. Gunungan sendiri berarti 
pembukaan. Dengan warna biru muda yang cerah, tenang dan 
tenteram, maka maknanya adalah simbol tersebut menjadi tanda 
pembukaan berdirinya Pemerintah Kab Klaten dan membuka 
keadaan baru yang tenang dan tenteram. 
 Rantai Kuning Melingkar di Batang Kapas, menggambarkan 
persatuan dan kegotong-royongan rakyat. 
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 Bambu Runcing dan Api, merupakan simbol perjuangan yang 
berkobar dan menyala menuju cita-cita yang suci dan mulia. 
 Tugu warna Putih, berarti sebagai peringatan dari perjuangan 
yang suci. 
 Pohon Beringin beserta Akar Hijau, merupakan simbol 
pengayoman dan perlindungan rakyat menuju keadaan sosial 
ekonomi yang merata, adil dan makmur. 
 Warna Hitam pada Dasar Lambang, berarti kuat, tegas, dan 
kekal baik isi maupun tujuannya. 
2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Klaten 
       Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo merupakan salah 
satu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi 
Informatika, Persandian dan Statistik. Diskominfo dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui sekretaris daerah. 
 Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016, yang 
membahas mengenai kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta 
tata kerja Diskominfo Klaten. Tugas dan Fungsinya adalah sebagai 
berikut: 
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1) Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi informatika, persandian dan 
statistik. 
2) Untuk Fungsi yang diselenggarakan Diskominfo sendiri adalah 
merumuskan kebijakan di bidang komunikasi informatika, persandian 
dan statistik. Selain itu, Diskominfo juga merealisasikan pelaksanaan 
kebijakan-kebijakan tadi, hingga melalui proses evaluasi, dan 
pelaporan. Seperti halnya organisasi perangkat daerah lainnya, 
Diskominfo juga melaksanakan administrasi Dinas. 
3) Diskominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Tugasnya, 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
komunikasi informatika, persandian dan statistik. Hal tersebut 
meliputi, perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. 
4) Uraian tugas Kepala Diskominfo Klaten, berdasarkan Pasal 10 ayat 
(2) pada Peraturan Bupati Klaten, adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan koordinasi terkait penyusunan program Dinas dengan 
memberikan arahan kepada Sekretaris & Kepala Bidang, mengacu 
pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
rencana Kerja Pemda, Rencana Strategis Kabupaten, serta mengacu 
pada Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif. 
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b. Melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan 
statistik.  
c. Melakukan koordinasi pekerjaan yang sifatnya segera atas 
gangguan dan atau bencana. 
d. Memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekda, di 
bidang komunikasi, informatika dan statistik. 
e. Mengoordinasikan tugas dalam rangka peningkatan peran serta dan 
partisipasi masyarakat dalam bidang komunikasi informatika, 
persandian dan statistik.  
f. Melaksanakan pengkajian dan analisa sistem informasi dan 
jaringan komunikasi. 
g. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang 
komunikasi informatika, persandian dan statistik. Selain itu, 
memberikan rekomendasi izin di bidang komunikasi informatika. 
h. Mengendalikan dan mengawasi perizinan serta pelaksanaan 
operasional bidang komunikasi informatika. 
i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
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j. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan 
memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan  mampu 
melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
k. Melakukan evaluasi, mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan 
pada tahun yang sudah dan sedang berjalan.  
l. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
m. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
n. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. 
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
p. Melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten, memiliki tiga bagian, di antaranya 
adalah: 
a. Sekretariat 
       Sekretariat Diskominfo memiliki tugas untuk membantu sebagian 
tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, 
melakukan pembinaan, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Di 
bagian sekretariat ini, terdapat beberapa subbagian, di antaranya 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Subbagian Umum dan 
Kepegawaian. 
 
Gambar 4. Foto tampak depan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 
Klaten 
 
b. Bidang Komunikasi dan Persandian 
       Bidang Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 
komunikasi dan persandian, meliputi persandian, telekomunikasi, 
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komunikasi dan desiminasi informasi serta statistik. Sedangkan, beberapa 
rincian tugasnya adalah melakukan koordinasi pengendalian dan 
pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung 
seluler atau sejenisnya. Dalam bidang ini, terdapat 2 seksi, yaitu: 
1) Seksi Persandian dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi 
Persandian dan Telekomunikasi yang mempunyai rincian tugas, di 
antaranya: menghimpun, mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Persandian 
dan Telekomunikasi. Selain itu, melaksanakan penyelenggaraan 
persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, 
melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi 
berklasifikasi dan sumber daya persandian, serta melaksanakan 
penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. 
Seksi ini juga bertugas melaksanakan peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia bidang persandian. 
       Rincian tugas lainnya, melaksanakan koordinasi  penetapan, 
pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi, melaksanakan 
pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital 
dan kritis. Seksi ini juga melaksanakan pengamanan informasi baik 
cetak maupun elektronik milik pemerintah daerah, melaksanakan 
pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional 
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persandian dan keamanan informasi, serta melaksanakan 
pemeliharaan  dan perbaikan peralatan sandi. 
       Sedangkan rincian tugas yang bersifat layanan adalah 
melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan 
informasi berklasifikasi dari dan ke lingkungan pemerintah 
kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Berikutnya, menyusun dan 
melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran 
standarisasi telekomunikasi. 
2) Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
komunikasi, desiminasi informasi dan statistik. Rincian tugasnya 
adalah menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Komunikasi dan 
Desiminasi Informasi. Berikutnya, menyusun rencana program 
kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Komunikasi dan 
Desiminasi Informasi, serta mengelola layanan pengaduan.  
       Rincian tugas lainnya, mengoordinasikan Pejabat Pengelola 
Informasi Daerah untuk perangkat daerah, melakukan penerbitan 
berkala dan insidentil, mendistribusikan dan mendokumentasikan 
hasil kegiatan dan kebijakan publik. 
       Selain itu, Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi juga 
bertugas menyusun dan mensosialisasikan materi informasi sesuai 
dengan kebijakan daerah, menyelenggarakan pelayanan informasi 
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kepada masyarakat, serta mengumpulkan, menghimpun dan 
mengolah data sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan 
daerah. Rincian tugas ini telah tertuang dalam Peraturan Bupati, 
pasal 16, paragraf 2 (dua) tentang rincian tugas Seksi Komunikasi 
dan Desiminasi Informasi. 
       Dengar sumber rincian tugas yang sama, yaitu dari Perbup 
Klaten Nomor 52 Tahun 2016, jika berkaitan dengan kebutuhan 
informasi publik, rincian tugas Seksi Komunikasi dan Desiminasi 
Informasi, di antaranya adalah menyusun data dalam angka dan 
informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan yang meliputi 
Profil Daerah, Data Pokok Pembangunan, Klaten Dalam Angka, 
Data Sosial Ekonomi Daerah, Data Produk Domestik Regional Bruto 
dan Data Indeks Harga Konsumen serta data pendukung 
perencanaan pembangunan lainnya. 
       Dalam kaitannya dengan hubungan internal dinas, tugas Seksi 
Komunikasi dan Desiminasi Informasi adalah melaksanakan 
koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas.  
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Gambar . Ruangan Kerja Bidang Komunikasi dan Persandian (Dok. Penulis, 
2019) 
 
  
 
Gambar ... dan ... Potret Pengerjaan Berita dan Video untuk Diunggah di 
Website Resmi Klatenkab (Dok. Penulis, 2019) 
 
 
c. Bidang Informatika 
       Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Informatika, meliputi 
sistem informasi, dan infrastruktur jaringan. Sebagaimana yang tercantum 
dalam pasal 17 ayat (2) Perbup Klaten Nomor 52 Tahun 2016. 
80 
 
 
       Beberapa rincian tugas utama bidang informatika ini adalah, 
menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis Bidang Informatika, lalu mengoordinasikan 
bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang 
Informatika. Selanjutnya, melaksanakan pengkajian dan analisa sistem 
informasi dan jaringan komunikasi. 
       Dalam kaitannya pengoordinasian, perencanaan, dan kerjasama 
teknik, juga dilakukan, dalam rangka pengembangan sistem informasi dan 
infrastruktur jaringan. Selain itu, bidang komunikasi juga melakukan 
koordinasi, merencanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian 
sistem informasi, basis data, infrastruktur jaringan dan komputerisasi pada 
organisasi perangkat daerah (OPD). 
      Sedangkan, tugas bidang komunikasi yang membedakan dengan 
bidang lainnya adalah, mereka melakukan pengoordinasian, 
pengembangan teknologi informasi yang meliputi basis data, perangkat 
lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber daya manusia. 
Lalu, juga melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring, pengendalian, 
pengawasan, dan evaluasi kegiatan sistem informasi dan infrastruktur 
jaringan.  
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3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
 
Gambar 4. Struktur Organisasi Diskominfo (Lampiran Perbup Klaten Nomor 52 
Th. 2016) 
 
4. Website Official Pemerintah Kabupaten Klaten 
 
      Website resmi Kabupaten Klaten dengan URL www.klatenkab.go.id 
dikelola langsung di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika sejak 
tahun 2017. Pada tahun sebelumnya, website tersebut di bawah 
pengelolaan Bagian Humas Setda Klaten, tepatnya Sub Bagian PDE. 
Sedangkan peluncuran website sekaligus penggunaan untuk pertama 
kalinya pada tahun 2005. Tentu, kondisi saat itu masih sangat sederhana 
dan terbatas, jika dibandingkan dengan website resmi klatenkab saat ini. 
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(Sumber: Wawancara langsung bersama Pinandita, admin website pemkab 
Klaten, pada 27 Mei 2019 ). 
      Kini, pengelolaan website dikelola penuh oleh Diskominfo bidang 
komunikasi dan persandian, di bawah seksi komunikasi dan diseminasi 
informasi. Jika dilihat secara langsung di halaman depan akan dijumpai 
desain banner yang menampilkan informasi agenda besar-besar nasional 
maupun daerah yang sedang, akan maupun yang sudah terselenggara. Hal 
ini bertujuan untuk memberikan informasi utama dan menarik, karena 
pengunjung web akan melihat langsung informasi tersebut. 
       Melakukan pembaharuan informasi secara berkala menjadi tanggung 
jawab kominfo tersendiri. Sehingga memberikan layanan informasi yang 
maksimal juga termasuk tugas pokok dan fungsi yang dimiliki staf atau 
ASN di Dinas Kominfo. 
       Sebagai salah satu website utama milik pemerintah Kabupaten Klaten, 
www.klatenkab.go.id meraih peringkat website ke 6.603 se-Indonesia yang 
sering dikunjungi. Hal ini terbukti dari ranking Alexa, yang penulis 
dapatkan dari internet. 
Gambar 4. Grafik Website Peringkat Populer Alexa (Dok. Penulis, 2019) 
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       Sedangkan untuk bagian-bagian website yang dibangun oleh 
pemerintah Kabupaten Klaten sendiri memiliki bagian-bagian; di 
antaranya 
a. Beranda, pada halaman awal ini, akan terlihat desain poster yang 
menampilkan informasi agenda lingkup nasional, peringatan hari –hari 
nasional atau lingkup daerah Klaten. Pada bagian bawahnya ada 
beberapa simbol layanan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten 
Klaten. Pengunjung web tinggal memilih layanan yang ingin 
digunakan. Layanan-layanan tersebut di antaranya Perizinan Online 
Kab. Klaten, Layanan Pengaduan Matur Ibu, SIRUP, RSD Bagas 
Waras, e-Planning, PPID, LPSE Kab. Klaten, e-mail, dan Geoportal 
Kabupaten Klaten.  
 
Gambar 5. Tampilan Beranda Website Pemerintah Kab. Klaten beserta 
Akses Layanan Publik (Dok. Penulis, 2019) 
 
        
       Selanjutnya, halaman beranda ini juga menampilkan berita-berita 
terbaru 6 hari terakhir. Setiap hari akan ada update rilis berita tentang 
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agenda pemerintah Kabupaten Klaten yang akan terselenggara maupun 
yang telah dilakukan. Pengunjung akan mudah dalam menemukan 
kabar terbaru seputar agenda di Kabupaten Klaten. 
 
Gambar 6. Beranda Website Pemkab & Beberapa Berita Terbaru  
(Dok. Penulis, 2019) 
 
 
       Pada bagian halaman beranda bawah, terdapat menu galeri foto, 
dan artikel GPR (Government Public Relations). Artikel-artikel GPR 
akan terhubung langsung dengan artikel yang diunggah oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, juga terdapat 
kalender agenda kegiatan mulai dari awal hingga akhir bulan. Sehingga 
dari sini pengunjung web dapat mengetahui agenda-agenda pemkab 
dalam satu bulan tersebut. 
     Di bagian kanan bawah pada halaman beranda, akan muncul time 
line salah satu sosial media yang dikelola Diskominfo Klaten yaitu 
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twitter dengan username @kominfo_klt. Dengan kata lain website 
klatenkab telah terintegrasi dengan sosial media yang dimiliki 
Diskominfo. 
b. Selayang Pandang, yaitu menjelaskan secara singkat tentang 
keberadaan pemerintah daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, 
lambang, visi dan misi). Pengunjung website bisa mengakses informasi 
tersebut dengan memilih beberapa menu tampilan di website 
klatenkab, yaitu menu profil. Menu profil berisi beberapa halaman 
web, di antaranya sejarah singkat, lambang, DPRD,  pejabat 
Kabupaten Klaten, geografi dan topografi, ekonomi, sosial budaya, dan 
sub menu Klaten dalam angka. 
 
 
Gambar 7. Halaman Selayang Pandang yang Menampilkan Informasi 
Sejarah & Makna Lambang Pemkab Klaten (Dok. Penulis, 2019) 
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c. Informasi tentang struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah 
bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta data-data nama pejabat 
daerah, yang dalam hal ini adalah pejabat daerah Kabupaten Klaten. 
Pada website resmi pemkab Klaten, pengunjung bisa mengetahui 
informasi tersebut pada bagian menu profil.  
 
Gambar 8. Halaman Daftar Pejabat/ ASN Kabupaten Klaten pada 
website klatenkab.go.id (Dok. Penulis, 2019) 
 
d. Menu layanan publik. Pada menu ini Diskominfo Kabupaten Klaten 
menyediakan menu layanan publik yang terdiri dari beberapa sub 
menu layanan publik yang berisi beberapa informasi, di antaranya 
adalah menu layanan informasi seputar kependudukan, perizinan, 
penelitian, aset desa, dan RSD Bagas Waras. 
Pengunjung dapat mengakses informasi-informasi tersebut sesuai 
dengan kebutuhannya. 
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e. Layanan unduh file dokumen dan video. Berdasarkan pengamatan 
penulis, pada website resmi Pemkab Klaten, layanan unduh dokumen 
secara terbuka telah tersedia dan bebas diakses oleh pengunjung web. 
Beberapa dokumen yang diunggah adalah dokumen tahun 2016-2017, 
di antaranya dokumen sambutan Bupati Klaten, Master Plan e-
Government, beberapa teks doa yang dibacakan saat Hari Jadi 
Kabupaten Klaten, beberapa materi pelatihan teknis, dan sebagainya.  
       Sedangkan, untuk video beberapa di antaranya adalah unggahan 
video seputar agenda bupati yang diselenggarakan baik di lingkup 
kantor pemkab maupun di wilayah-wilayah se-Kabupaten Klaten. 
 
B. Analisis Hasil Penelitian 
       Dari data-data yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di 
lapangan, penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, di antaranya 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dinas Komunikasi dan Informatika 
sebagai salah satu gerbang informasi utama dalam kaitannya publikasi 
informasi seputar pemerintah kabupaten Klaten, menggunakan strategi cyber 
PR dari Holtz, yaitu Strategic, Intergrated, Targeted, Measurable. Penulis 
dalam hal ini melakukan analisis terhadap website yang dikelola Diskominfo, 
dengan tujuan mendiskripsikan bagaimana strategi cyber PR Diskominfo 
Klaten dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik melalui website. 
       Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab 
pendahuluan, pengumpulan data diperoleh dari para ASN yang berkompeten 
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pada bagian publikasi, komunikasi dan diseminasi informasi. Di antaranya 
adalah Pinandita Kepala Seksi Persandian dan Statistik sekaligus sebagai 
admin website pemkab Klaten. Berikutnya adalah Nugroho Staf bagian Seksi 
Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Dan yang terakhir adalah Wahyudi 
Martono, Kepala Bagian Humas Setda Klaten, yang dalam hal ini sebagai 
narasumber untuk mendapatkan data-data pembanding ketika Diskominfo 
belum berdiri menjadi dinas sendiri. Tentu dalam pembagian tugas fungsi 
terkait pelayanan informasi masih dipegang oleh Bagian Humas Setda Klaten. 
       Kondisi perpindahan dibenarkan oleh Pinandita sebagai admin website 
pemkab.  
       “Kalau hadirnya website pemkab sejak tahun 2005. Hanya saja secara 
tampilan dan pengelolaan masih sangat terbatas. Saat itu, ya masih 
penyesuaian para ASN untuk belajar seputar internet dan website. Sehingga, 
bisa dikatakan, masa peralihan layanan informasi konvensional menuju 
layanan informasi online. Untuk peralihannya mulai 2017, awalnya 
sepenuhnya tanggung jawab.” (Wawancara dengan Pinandita, admin website 
klatenkab, 12 Mei 2019). 
 
       Berdasarkan pernyataan narasumber di atas menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mengikuti perkembangan zaman, dan 
segera merambah dunia internet demi kemajuan layanan informasi yang 
dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten. Jika 
dikaitkan dengan website sekarang dengan dahulu, tentunya terdapat banyak 
perubahan. Pinandita menambahkan dalam wawancaranya sebagai berikut: 
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       “Terkait pembaruan yang dilakukan pada website pemkab, ya seputar 
tampilan web, yang dulunya sangat sederhana, kini lebih modern, dan 
beberapa halaman bisa ditemukan dengan mudah, cepat. Pembaruan yang lain 
paling seputar penempatan link yang berubah. Sekarang juga sudah ada 
banner yang menampilkan informasi seputar peringatan hari besar dan 
nasional. Terus, pernah juga ada penambahan halaman atau menu, tapi 
dilakukan sesuai dengan permintaan.” (Wawancara dengan Pinandita, admin 
website klatenkab, 12 Mei 2019) 
 
       Dalam kaitannya layanan informasi publik tak bisa dilepaskan dari peran 
pemerintah. Terlebih setelah hadirnya website. Untuk mengoptimalkan peran 
pemerintah inilah, Diskominfo menggunakan strategi cyber PR. Berikut, 
seperti pernyataan dari Pinandita, penanggung jawab admin website 
pemerintah Kabupaten Klaten:  
       “Diskominfo Klaten didirikan pada tahun 2017, pada tahun itulah strategi 
cyber PR mulai kami lakukan. Semenjak pengelolaan website, yang awalnya 
dikelola Humas Setda Klaten, kini jadi tanggung jawab kami. Kami yakin, 
seluruh OPD, Organisasi Perangkat Daerah juga turut menggunakan strategi 
cyber PR. Karena semua layanan terintegrasi internet. Sebenarnya 
Diskominfo tidak hanya melakukan layanan informasi dan publikasi melalui 
website saja, kami juga mengunggah informasi ke media sosial, Instagram, 
Twitter dan Youtube.” (Wawancara dengan Pinandita penanggung jawab 
admin website pemerintah Kabupaten Klaten sekaligus Kepala Seksi 
Persandian dan Telekomunikasi, 12 Mei 2019) 
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Gambar 9 dan 10. Akun Media Sosial Twitter dan Instagram Diskominfo 
Klaten (Dok. Penulis) 
 
 
Gambar 11. Unggahan Informasi yang Didesain Menarik oleh Diskominfo 
Klaten di Instagram, berbeda dengan model website. (Dok. Penulis, 2019) 
 
 
       Sesuai dengan paparan penulis pada bab pendahuluan, kehadiran internet 
sangat mendukung fungsi humas dalam lingkup perusahaan, organisasi 
hingga instansi. Kelebihan yang bisa didapatkan adalah jangkauan luas, yang 
mana akan memungkinkan hubungan yang lebih luas lagi, tanpa batasan 
waktu dan letak geografis. Selanjutnya, akses informasi selama 24 jam tanpa 
batas, ibarat informasi yang telah dipublikasi pemerintah adalah seperti 
satpam yang selalu jaga 24 jam dalam sehari.  
       Selain itu internet juga memungkinkan komunikasi dua arah antara 
komunikator dan komunikan. Komunikasi yang dilakukan praktisi PR dengan 
publik bersifat akan lebih interaktif. Seperti halnya, tugas pokok dan fungsi 
Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten untuk melayani kebutuhan 
informasi publik, tentu dengan adanya internet akan memudahkan kinerja 
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mereka dalam menjawab aduan, pertanyaan maupun komentar di sosial 
media. 
       Ibarat perpustakaan, internet menyediakan semua informasi yang kita 
butuhkan, bahkan bisa dikatakan sangat lengkap. Praktisi PR akan terbantu 
dengan adanya sebaran informasi di internet. Dalam kaitannya informasi yang 
dibutuhkan publik, sebaliknya, Diskominfo turut berkontribusi untuk 
menyediakan informasi seputar pemerintah Kab. Klaten seperti rencana 
agenda kabupaten, transparansi anggaran pemerintah, seluruh data pejabat 
ASN, dan puluhan pengumuman yang berkaitan dengan sebuah peringatan 
lomba, pendaftaran PNS, dan masih banyak lainnya. 
       Wadah untuk mengelola informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan/ 
publikasi, hingga evaluasi inilah disebut website. Sebuah situs resmi milik 
pemerintah yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa batasan jarak dan 
waktu. Dalam cyber PR di mana kegiatan public relataion dilakukan secara 
online. Menurut teori praktisi PR Philips & Young (2009: 37) untuk dapat 
mencapai kesuksesan dalam melakukan praktik public relations secara online, 
terdapat beberapa elemen dasar, salah satunya adalah Transparency. 
Transparansi menjadi elemen yang mutlak ada saat strategi cyber PR 
dijalankan. Pemerintah dalam hal ini jelas dituntut untuk transparan dalam 
melakukan publikasi informasi yang memang dibolehkan dikonsumsi/ dibaca 
oleh masyarakat. 
       Seperti pernyataan dari Kepala Bagian Humas Setda Klaten, Wahyudi 
Martono saat ditemui di kantor Humas Klaten: 
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       “Permintaan informasi itu sebagian besar Humas. Pengertian masyarakat 
menganggap bahwa Humas tahu segala-galanya. Dulu, semua pencarian 
informasi larinya ke Humas. Humas menjadi gerbang utama informasi. Nah, 
setelah ada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 8 Tahun 2014, 
semua OPD bisa melayani informasi kepada masyarakat, kecuali informasi 
yang dikecualikan. Maksudnya adalah informasi yang apabila itu dikonsumsi 
publik menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dan selanjutnya adalah 
informasi yang berkaitan dengan anggaran atau SPJ yang belum diaudit oleh 
lembaga yang berwenang.” (Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda 
Kabupaten Klaten sekaligus, 16 Agustus 2019). 
 
       Sehingga berdasarkan pernyataan di atas pemerintah memang wajib 
berlaku transparan, terlebih semenjak era internet & website. Kewajiban ini 
harus senantiasa dijaga dan dipertahankan oleh praktisi atau ASN yang 
menjabat Humas di lingkup pemerintahan. Selain itu, untuk megoptimalkan 
fungsi tersebut ASN Diskominfo menerapkan strategi cyber PR. Cyber PR 
sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh humas melalui dunia maya atau 
ruang maya (cyber space), yang tak lain adalah dunia internet. Beberapa 
strategi cyber PR yang bisa diterapkan antara lain website dan media sosial.  
        Di sini penulis hanya fokus menganalisis stratgei cyber PR Diskominfo 
Klaten melalui website saja. Menurut Holtz, praktik online public relations 
harus menggabungkan empat hal yang menyeluruh, yakni: strategic, 
integrated, targeted, dan measurable. Seperti paparan teori pada bab 2 
sebelumnya, analisisnya adalah sebagai berikut: 
1. Strategic : Komunikasi didesain untuk memengaruhi hasil. Artinya bahwa 
komunikasi para praktisi PR/ humas pada konteks dunia yang serba 
digital, direncanakan sebaik mungkin, agar informasi yang disampaikan 
benar-benar memberikan hasil sesuai dengan target. 
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       “Semenjak pengelolaan website pindah ke Diskominfo, ya sudah 
menjadi wewenang kami untuk mulai merencanakan, mengeksekusi, 
hingga evaluasi jalannya website sebagai media informasi publik dan 
wujud layanan informasi publik. Informasi yang hendak kami publikasi 
kami rencanakan jauh-jauh bulan. Misalnya nih, perencanaan desain 
banner yang tampil di laman pertama website (beranda), itu sudah kami 
rencanakan 3 bulan sebelumnya. Apalagi ini sudah mendekati Hari Jadi 
ke-215 Kab. Klaten, besok 28 Juli 2019, kami susun rencananya sejak 
bulan Mei ini.” (Wawancara dengan penanggung jawab admin website 
pemerintah Kabupaten Klaten sekaligus Kepala Seksi Persandian dan 
Telekomunikasi, 12 Mei 2019). 
 
       Komunikasi tidak dilakukan secara sembarangan. Publikasi informasi 
yang disampaikan ke publik, sebelumnya telah didesain, direncanakan 
sedemikian rupa. Tentunya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada 
saat tertentu. 
       “Selain itu juga perencanaan dalam publikasi berita seputar Klaten. 
Dalam satu bulan target awal Diskominfo Klaten adalah 30 berita. Artinya 
paling tidak dalam satu hari ada berita yang diunggah melalui website. 
Tahun ini berita seputar agenda besar saja 100 berita dalam satu tahun. 
Dan tahun kemarin sama targetnya, tapi realisasinya melebihi itu.” 
(Wawancara dengan penanggung jawab admin website pemerintah 
Kabupaten Klaten sekaligus Kepala Seksi Persandian dan 
Telekomunikasi, 12 Mei 2019). 
 
       Sesuai dengan observasi penulis untuk melakukan pemeriksaan 
langsung selama awal tahun 2019 kemarin. Diskominfo telah 
menggunggah berita melalui website klatenkab.go.id sebanyak 231 pos. 
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Gambar 12 . Grafik Kunjungan Website resmi Pemkab Tertinggi tahun 
2019 (Dok. Penulis, 2019) 
 
 
       Menurut analisa penulis, puncak tertinggi kunjungan adalah di satu 
hari sebelum pelaksanaan Hari Jadi ke-215 Kabupaten Klaten, hal ini 
berkaitan dengan akses informasi online seputar informasi rangkaian 
agenda Kab. Klaten dan sambutan bupati Klaten yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Diskominfo di momen tersebut juga menyelenggarakan 
lomba fotografi dengan menyediakan puuhan juta rupiah untuk hadiah 
pemenang. Segala informasi tersebut ada di website pemkab Klaten. 
Kunjungan tertinggi di bulan Juli mencapai 121.727 kunjungan 
halaman website. 
 
 
2.  Integrated. Perusahaan/ organisasi/ instansi menggunakan internet sebagai 
bagian dari perencanaan komunikasi yang lebih luas. Dalam strategi cyber 
PR ini, keterlibatan internet menjadi hal yang mutlak. Utamanya dalam 
kaitannya publikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat, melalui 
pemerintah. Mengingat bahwa layanan informasi publik, tidak melulu 
ditempuh dengan cara manual. Ditambah, internet semakin memangkas 
hambatan jarak dan waktu. 
       Internet mampu mengintegrasikan komponen-komponen atau bagian-
bagian informasi yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah, 
khususnya yang ada di Kabupaten Klaten. Hal ini diperkuat dengan 
pernyataan Sdr. Pinandita kepada penulis, sebagai berikut: 
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       “Kami sangat terbantu dengan hadirnya internet. Strategi cyber PR ini 
berjalan juga karena internet. Nah, website pemkab ini pasti kan bisa 
diakses karena ada koneksi internet. Dengan adanya internet, Diskominfo 
mampu mengintegrasikan semua informasi yang berada di Perangkat 
Daerah lainnya. Di bawah domain www.klatenkab.go.id terdapat 41 situs 
yang menginduk di sana. Jadi ya, sub domainnya pakai klatenkab.go.id. 
Misalnya domain www.ppid.klatenkab.go.id.” (Wawancara dengan 
penanggung jawab admin website pemerintah Kabupaten Klaten sekaligus 
Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi, 12 Mei 2019). 
 
 
 
Gambar 13. Menu Transparansi Anggaran di website resmi Klaten (Dok. 
Penulis, 2019) 
 
       Jika menu tersebut diklik oleh pengunjung, maka akan otomatis 
masuk ke domain lain, yaitu website www.ppid.klatenkab.go.id. Beberapa 
file transparansi anggaran dan transparansi perencanaan bisa diunduh 
bebas oleh pengunjung. Namun, hanya saja data yang diunggah pihak 
Diskominfo Klaten terbaru adalah tahun 2017. Artinya data tahun 2018 
belum diunggah (belum up to date). 
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Gambar 14 . Tampilan Laman untuk Mengunduh Beberapa Dokumen 
Transparansi Anggaran dan Perencanaan (Dok. Penulis, 2019) 
 
 
 
Gambar 15. Tampilan Utama Website PPID Klaten yang Menginduk di 
Klatenkab (Dok. Penulis, 2019) 
 
 
3. Targeted, artinya menggunakan internet berdasarkan keuntungan dan 
kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan bentuk komunikasi 
lainnya untuk menjangkau target audiens yang spesifik.  
      Berdasarkan wawancara dengan Taufiq Hidayanto, staf Seksi 
Komunikasi dan Diseminasi Informasi mengatakan bahwa: 
       “Kalau target pengunjung, gak perlu jauh-jauh ya, yang jelas itu 
targetnya adalah  masyarakat Klaten. Berdasarkan layanan informasi yang 
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lewat aduan Matur Ibu Klaten, paling tidak ada 8-10 aduan per hari. 
Sedangkan rata-rata kunjungan halaman per hari di website 
www.klatenkab.go.id adalah 1000-2000 kunjungan. Apalagi ini puncak 
agenda pemerintah Kabupaten Klaten, publikasi pengumuman lomba, 
pengumuman informasi rangkaian agenda Hari Jadi Kab. Klaten hingga 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, semakin 
tinggi kunjungannya.” (Wawancara dengan Staf Seksi Komunikasi dan 
Diseminasi Informasi Diskominfo Klaten, 16 Agustus 2019) 
 
 
 
 
Gambar 16. Grafik Kunjungan Laman Website Pemkab Awal Agustus 
2019 (Sumber: Diskominfo Kab. Klaten) 
 
 
 
Gambar 17. Data Kunjungan Di Awal Bulan Agustus tahun 2019 
(Sumber: Statistik Kunjungan Diskominfo Klaten) 
 
 
       Berdasarkan wawancara di atas dan data yang ada, hal ini terbukti 
bahwa kunjungan website pemkab melebihi target yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Diskominfo dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya 
berusaha memberikan pelayanan terbaik. Hal ini juga sesuai pengamatan 
penulis, utamanya saat momen Hari Jadi ke-215 Kab. Klaten dan Hari 
Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, banyak masyarakat khususnya 
ASN Camat maupun Dinas-dinas di Klaten yang membutuhkan informasi 
seputar desain banner dan sambutan bupati Klaten untuk dibacakan saat 
proses upacara di masing-masing kantor Camat.  
       Namun, semua permintaan tersebut cepat tertangani karena dokumen 
dan desain yang dibutuhkan segera diunggah di website pemkab Klaten. 
Hal ini sesuai dengan paparan Pinandita dalam wawancara di tengah-
tengah kesibukan persiapan Hari Jadi Klaten dan HUT RI, sebagai 
berikut: 
       “Terkait pelayanan informasi, kami tetap tidak menutup diri atau 
meninggalkan cara-cara konvensional. Jadi, layanan informasi via telpon 
dan datang ke kantor masih tetap kami layani. Dan kinerja kami saling 
terhubung dengan Humas Setda Klaten. Sambutan Ibu Bupati kan yang 
buat Humas, nah kami membantu untuk publikasi lewat web. Layanan 
informasi online lebih terpusat di Diskominfo.” (Wawancara dengan 
penanggung jawab admin web resmi Klaten, 16 Agustus 2019). 
 
 
4. Measurable, artinya melakukan pengukuran dan perencanaan komunikasi 
yang strategis, menjadi poin akhir dalam kaitannya realisasi strategi cyber 
PR. Pengukuran dalam hal ini maksudnya, praktisi PR benar-benar 
menilai dan mempertimbangkan keefektifan usaha komunikasi yang akan 
dilakukan. 
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        Tentu, dengan hadirnya internet, nilai efektivitas dalam kaitannya 
publikasi informasi akan semakin tinggi, jika dibandingkan dengan 
pelayanan informasi secara offline. 
       Sebelum hadirnya website, pelayanan informasi masih konvensional, 
yaitu berupa masyarakat datang ke kantor Diskominfo maupun Humas 
Setda untuk mengisi blangko permintaan informasi. Setelah itu, 
permintaan informasi baru diproses, dan masyarakat menunggu hingga 
informasi  tersebut diberikan.  
       Jika dibandingkan dengan cara konvensional, tentu cara online dinilai 
lebih efektif, hal ini terbukti ketika masyarakat ingin mengakses sambutan 
bupati, tak perlu repot datang ke kantor pemkab. Hanya dengan 
mengakses website, dokumen yang dibutuhkan bisa diunduh bebas. 
       Diskominfo juga memiliki strategi lain, dalam kaitannya publikasi 
informasi selain pada website, yakni menggunakan Videotron. Videotron 
ini adalah media yang dimiliki Diskominfo Klaten untuk menayangkan 
video maupun gambar. Yang diletakkan di tempat strategis, yakni di jalan 
masuk protokol Pemerintah Kab. Klaten. 
       “Videotron milik Diskominfo baru saja dipasang bulan Maret 2019 
ini. Media tersebut juga membantu kami untuk publikasi secara offline. 
Beberapa kali publikasi informasi, utamanya tentang agenda puncak 
pemerintah Kabupaten Klaten bulan Juli-Agustus ini kami pasang di sana. 
Videotron selalu nyala, 24 jam.” (Wawancara dengan penanggung jawab 
admin web resmi Klaten, 16 Agustus 2019) 
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Gambar 18. Potret Videotron Milik Diskominfo Wujud Publikasi Offline 
(Dok. Penulis, 2019) 
 
 
       Informasi yang sama seputar daftar agenda pemerintah Kabupaten 
Klaten tersebut diunggah secara online, melalui website maupun media 
sosial instagram milik Diskominfo Klaten. 
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Gambar 19. Informasi Seputar Agenda Pemkab Publikasi Website 
(Sumber: www.klatenkab.go.id, 2019) 
 
Gambar 20. Contoh Publikasi Agenda Pemkab Klaten Melalui Akun 
Instagram Diskominfo (Sumber: Akun IG Kominfo Klaten, 2019) 
 
       Dengan pemanfaatan media publikasi dan layanan informasi kepada 
publik yang dijalankan secara maksimal inilah membuat masyarakat 
mudah mengakses informasi secara bebas, mengetahui kinerja maupun 
agenda pemerintah setempat dan turut menyukseskan program pemerintah 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
       Seperti motto utama PPID yang muncul di beranda utama, yaitu 
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk 
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memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak 
atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 
penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan 
pemerintah tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  
       Setelah melakukan analisis data dari hasil wawancara dan temuan 
fakta yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa dalam strategi Cyber PR Diskominfo Kabupaten Klaten 
dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik adalah dengan 
menggunakan strategi cyber PR Holtz, di antaranya Strategic yaitu 
memiliki  perencanaan  desain  komunikasi yang  jelas dan efektif (tidak 
dilakukan secara sembarangan), terwujud dari publikasi informasi yang 
didesain, direncanakan sedemikian rupa, seperti membangun desain 
publikasi rangkaian Hari Jadi Klaten & HUT RI yang melibatkan OPD, 
dan rancangan menggunggah berita terbaru dengan cepat.  Integrated  
yaitu  menggunakan platform  internet  atau  sebagai  publikasi  dengan  
media online. Internet mampu mengintegrasikan semua website yang 
menginduk pada domain www.klatenkab.go.id, hal ini terwujud dengan 
adanya website resmi klatenkab.go.id yang terintegrasi dengan website 
lain di bawahnya seperti PPID, SIMDA, Matur Ibu, dan lain sebagainya. 
       Selanjutnya, Targeted  yaitu   memiliki target  audiens  yang  jelas 
yaitu masyarakat Kabupaten Klaten, utamanya agar mereka turut 
menyukseskan program dan agenda pemerintah Kabupaten Klaten. Dan 
yang terakhir, Measurable yaitu  memiliki  hasil  yang  terukur,  dalam  
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hal  ini memiliki  data  ukuran  yang  jelas  pada data statistik kunjungan 
website, yang mana bisa dideteksi dengan Google Analytics secara berkala 
dan selalu dilakukan evaluasi pengelolaan website. 
       Jika dilihat secara kondisi riil, pengelolaan website resmi pemerintah 
Kabupaten Klaten sendiri berjalan lebih baik. Hal ini dinilai pada 
pengelolaan informasi pada website resmi milik Pemerintah Kabupaten 
Klaten, yang awalnya dikelola Humas Setda sejak 2005 – 2017 awal, dan 
pada tahun 2017 pertengahan hingga Agustus 2019 berpindah, dikelola 
oleh Diskominfo Kabupaten Klaten. Hal ini terwujud dari berbagai 
pembaruan-pembaruan yang dilakukan utamanya perbaikan front office, 
kecepatan menggunggah berita terbaru, dan transparansi anggaran & 
perencanaan. Dari segi SDM, dan kemampuan pengelolaan teknologi 
informasi jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. 
B. Keterbatasan Penelitian 
       Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  
menggunakan data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam.  
Peneliti  menyadari  ada keterbatasan  pada  penelitian  ini  meliputi  
subjektifitas  yang  ada  pada  peneliti.  
       Penelitian  ini  sangat  tergantung  kepada  interpretasi  peneliti  tentang  
makna  yang tersirat  dalam  wawancara  sehingga  kecenderungan  untuk  bias  
masih  tetap  ada.  Untuk mengurangi  bias  maka  dilakukan  proses  
triangulasi,  yaitu  triangulasi  sumber. 
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LAMPIRAN 
  
Lampiran 1 
 
INTERVIEW GUIDE 
PANDUAN WAWANCARA NARASUMBER 
 
Narasumber 1  
Jabatan : Penanggung Jawab Admin website pemkab Klaten 
sekaligus Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi 
 
1. Bagaimana visi dan misi Diskominfo Klaten ? 
2. Bagaimana perbedaan tupoksi Diskominfo Klaten dengan Bagian Humas 
Setda Klaten ? 
3. Sejak tahun berapa, Kabupaten Klaten aktif untuk melakukan strategi cyber 
PR (humas online) melalui website ? 
4. Kapan website official Pemkab Klaten bepindah di bawah pengelolaan 
Diskominfo ? 
5. Perubahan atau perkembangan apa saja yang terjadi setelah adanya 
kemudahan publikasi informasi melalui website ini ? 
6. Ada berapa kali pembaruan website Pemkab Klaten ? 
7. Bagaimana perencanaan hingga pengelolaan website pemkab Klaten ? 
8. Rata-rata berapa kali Kominfo melakukan publikasi informasi melalui website 
? 
9. Mengapa dalam publikasi berita pada website pemkab Klaten mayoritas 
memberitakan agenda kepala daerah saja ? 
  
10. Terkait jurnal yang ditemukan penulis, pengelolaan website Klaten diklaim 
belum berjalan maksimal, bagaimana tanggapan Anda ? 
11. Apakah strategi publikasi informasi melalui website ini dinilai efektif ? 
 
Narasumber 2 
Jabatan  : Staf Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo 
Klaten 
1. Apa saja kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan layanan informasi 
publik di Diskominfo Klaten ? 
2. Bagaimana mekanisme pelayanan informasi Diskominfo Kab. Klaten saat 
sudah aktif menggunakan website ? 
3. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat jika 
hendak meminta sebuah informasi ? 
4. Bagaimana tahap peliputan berita yang dilakukan Diskominfo Klaten ? 
5. Selain publikasi berita, agenda rutinan apa yang dilakukan Diskominfo untuk 
selalu mengaktifkan layanan informasi melalui website ? 
 
Narasumber 3 :  
Kepala Bagian Humas Setda Klaten 
1. Sebelum Diskominfo berdiri, apakah benar pusat segala informasi ada di 
Humas ? 
2. Sebelum website hadir, bagaimana layanan informasi publik yang dilakukan 
oleh Humas ? 
  
3. Bagaimana alur atau tahap permintaan informasi dari publik kepada 
pemerintah Kab. Klaten ? 
4. Setelah hadirnya internet apakah pengelolaan dan pemanfaatan website dinilai 
efektif ? 
5. Apa saja kendala yang dihadapi selama website masih di bawah pengelolaan 
Humas 
 
 
  
 
Lampiran 2 
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Narasumber : Penanggungjawab admin website pemkab Klaten sekaligus 
Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi 
Nama: Pinandita Bima Mahendra, ST. 
Tempat : Kantor Diskominfo Klaten 
Transkrip Wawancara 27 Mei 2019 
1. Sejak kapan website pemkab Klaten berada di bawah pengelolaan Kominfo? 
Jadi gini, Dinas Kominfo itu terbentuk resmi pada tahun 2017. Nah, website 
klatenkab itu di bawah pengelolaan humas, terus ketika ada Dinas Kominfo 
yang baru, jadi otomatis, webnya itu dikelola bersama, tapi SDM basic skill-
nya ada di Kominfo. Untuk beritanya, tetap kami beri akses bagi para OPD, 
atau setiap bagian kerja di Pemkab Klaten bisa mengisi atau mengirim berita/ 
konten ke web resmi. 
2. Bagaimana visi dan misi Diskominfo Klaten ? 
Kalau Visinya mbak, seperti yang ada di bagian sekretariat, yaitu 
Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera yang Berketuhanan, Cerdas, 
Mandiri, dan Berbudaya. Kalau misinya itu yang tercantum Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. Ada 6 poin 
mbak, jadi nanti bisa dilihat di data yang saya beri. 
  
3. Bagaimana perbedaan tupoksi Diskominfo Klaten dengan Bagian Humas 
Setda Klaten ? 
Kalau Diskominfo itu lingkupnya komunikasi publik, jadi lebih luas jika 
dibandingkan dengan tupoksinya Humas Setda Klaten, yang lingkupnya 
hanya Setda Klaten. Selain komunikasi publik, Diskominfo juga fokus di 
infrastruktur jaringan pendukung komunikasi publik. 
4. Sejak tahun berapa, Kabupaten Klaten aktif untuk melakukan strategi cyber 
PR (humas online) melalui website ? 
Diskominfo Klaten didirikan pada tahun 2017, pada tahun itulah strategi 
cyber PR mulai kami lakukan. Semenjak pengelolaan website, yang awalnya 
dikelola Humas Setda Klaten, kini jadi tanggung jawab kami. Kami yakin, 
seluruh OPD, Organisasi Perangkat Daerah juga turut menggunakan strategi 
cyber PR. Karena semua layanan terintegrasi internet. Sebenarnya 
Diskominfo tidak hanya melakukan layanan informasi dan publikasi melalui 
website saja, kami juga mengunggah informasi ke media sosial, Instagram, 
Twitter dan Youtube. Cyber PR atau Humas Online tentu menjadi hal yang 
mutlak dilakukan, karena nggak terpisah dengan peran internet. Kalau 
dihitung saat website di bawah pengelolaan Humas Setda ya sejak tahun 2005.  
Kami sangat terbantu dengan hadirnya internet. Strategi cyber PR ini berjalan 
juga karena internet. Nah, website pemkab ini pasti kan bisa diakses karena 
ada koneksi internet. Dengan adanya internet, Diskominfo mampu 
mengintegrasikan semua informasi yang berada di Perangkat Daerah lainnya. 
Di bawah domain www.klatenkab.go.id terdapat 41 situs yang menginduk di 
sana. Jadi ya, sub domainnya pakai klatenkab.go.id. Misalnya domain 
www.ppid.klatenkab.go.id 
5. Kapan website official Pemkab Klaten bepindah di bawah pengelolaan 
Diskominfo ? 
  
Perpindahan waktunya sama mbak, sejak tahun 2017. Diskominfo Klaten 
berdiri kan tahun 2017, nah sejak itu seluruh komunikasi publik sudah jadi 
wewenang Diskominfo Klaten. Semua dibangun dari nol. Beberapa SDM 
baru juga mulai direkrut, utamanya yang THL (Honorer). Kalau hadirnya 
website pemkab sejak tahun 2005. Hanya saja secara tampilan dan 
pengelolaan masih sangat terbatas. Saat itu, ya masih penyesuaian para ASN 
untuk belajar seputar internet dan website. Sehingga, bisa dikatakan, masa 
peralihan layanan informasi konvensional menuju layanan informasi online. 
Untuk peralihannya mulai 2017, awalnya sepenuhnya tanggung jawab 
6. Perubahan atau perkembangan apa saja yang terjadi setelah adanya 
kemudahan publikasi informasi melalui website ini ? 
Terkait pembaruan yang dilakukan pada website pemkab, ya seputar tampilan 
web, yang dulunya sangat sederhana, kini lebih modern, dan beberapa 
halaman bisa ditemukan dengan mudah, cepat. Pembaruan yang lain paling 
seputar penempatan link yang berubah. Sekarang juga sudah ada banner yang 
menampilkan informasi seputar peringatan hari besar dan nasional. Terus, 
pernah juga ada penambahan halaman atau menu, tapi dilakukan sesuai 
dengan permintaan. 
Sangat mudah semenjak hadir internet. Layanan informasi publik semakin 
mudah diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Klaten. 
Semakin cepat ketika mengunggah atau menyebarkan berita terkait 
pemerintah Kabupaten Klaten. Kami juga berusaha untuk transparan, 
sehingga informasi yang memang menjadi hak publik, akan kami publikasi. 
Perubahan lainnya, cara-cara lama tetap ada, hanya saja nggak jadi fokus 
kami. Karena fokus kami ya membangun komunikasi publik, menjadi 
penghubung antara rakyat dengan pemerintah, apa yang jadi keluhan rakyat, 
akan kami sampaikan kepada pejabat daerah.  
  
Perkembangan lainnya adalah sebagai portal berita yang utama di Klaten, 
tentunya semakin dipercaya oleh masyarakat. Kami juga bisa mengumungkan 
agenda. Lebih banyak website yang menginduk ke klatenkab. Setiap hari bisa 
up to date berita dan pengumuman hanya dengan sekali “klik”. Domain kami 
kan juga resmi, terdaftar di Kemenkominfo RI, jadinya beberapa space, 
contohnya Government Public Relations itu milik Kemenkominfo RI.  
Terkait pelayanan informasi, kami tetap tidak menutup diri atau meninggalkan 
cara-cara konvensional. Jadi, layanan informasi via telpon dan datang ke 
kantor masih tetap kami layani. Dan kinerja kami saling terhubung dengan 
Humas Setda Klaten. Sambutan Ibu Bupati kan yang buat Humas, nah kami 
membantu untuk publikasi lewat web. Layanan informasi online lebih terpusat 
di Diskominfo. 
7. Kira-kira cara-cara offline masih dilakukan nggak? 
Tentu, masih kita lakukan. Jenengan tahu Videotron yang ada di dekat Masjid 
Agung Al-Aqsha, nah itu Videtron milik Diskominfo baru saja dipasang bulan 
Maret 2019 ini. Media tersebut juga membantu kami untuk publikasi secara 
offline. Beberapa kali publikasi informasi, utamanya tentang agenda puncak 
pemerintah Kabupaten Klaten bulan Juli-Agustus ini kami pasang di sana. 
8. Ada berapa kali pembaruan website Pemkab Klaten ? 
Kalau nggak salah 4 kali pembaruan. Pembaruannya meliputi penempatan -
link, banner website yang terbaru, biasanya menampilkan peringatan besar 
dan nasional. Terus ada penambahan halaman ketika ada permintaan, maksud 
permintaannya ya dari OPD-OPD, kepala Diskominfo, bagian-bagian Setda 
misalnya, yang jelas permintaan yang bersifat membangun website resmi 
Pemkab Klaten lebih baik lagi. Terkait waktunya kalau front office website 
sejak tahun 2015 mbak.  
 
  
9. Bagaimana perencanaan hingga pengelolaan website pemkab Klaten ? 
Semenjak pengelolaan website pindah ke Diskominfo, ya sudah menjadi 
wewenang kami untuk mulai merencanakan, mengeksekusi, hingga evaluasi 
jalannya website sebagai media informasi publik dan wujud layanan informasi 
publik. Informasi yang hendak kami publikasi kami rencanakan jauh-jauh 
bulan. Misalnya nih, perencanaan desain banner yang tampil di laman pertama 
website (beranda), itu sudah kami rencanakan 3 bulan sebelumnya. Apalagi 
ini sudah mendekati Hari Jadi ke-215 Kab. Klaten, besok 28 Juli 2019, kami 
susun rencananya sejak bulan Mei ini. 
Susunan perencanaan kami rapatkan sebelumnya dengan internal Diskominfo 
Klaten. Perencanaannya seputar berita apa saja yang akan diunggah, kapan 
saja waktu menggunggah berita di website, berapa target berita dan 
pengumuman yang harus dipublikasi melalui website. Jika ada masukan selalu 
kami tampung dahulu, dan kami pertimbangkan, apakah baik untuk 
perkembangan website klatenkab atau enggak. Selain itu juga perencanaan 
dalam publikasi berita seputar Klaten. Dalam satu bulan target awal 
Diskominfo Klaten adalah 30 berita. Artinya paling tidak dalam satu hari ada 
berita yang diunggah melalui website. Tahun ini berita seputar agenda besar 
saja 100 berita dalam satu tahun. Dan tahun kemarin sama targetnya, tapi 
realisasinya melebihi itu. 
Saya kan selain menjadi Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi, juga 
menjadi penangggung jawab pengelolaan website pemkab. Jadi memang 
secara teknis pengelolaan di bawah rekan saya lainnya, namanya mbak Dila. 
Mekanisme untuk menggunggah berita atau pengumuman tinggal 
menghubungi mbak Dila saja. 
10. Rata-rata berapa kali Kominfo melakukan publikasi informasi melalui website 
? 
  
Dalam sehari sekali, pasti kami lakukan publikasi entah itu berita atau 
pengumuman. Seringnya yaa lebih dari itu mbak. Kalau mendekati HUT RI 
atau Hari Jadi Klaten ini biasanya internal pemerintah Kabupaten Klaten 
membutuhkan informasi sambutan Bupati, terus juklak teknisnya, atau 
dokumen doa untuk upacara HUT RI mbak.  
11. Mengapa dalam publikasi berita pada website pemkab Klaten mayoritas 
memberitakan agenda kepala daerah saja ? 
Jadi gini, selama ada agenda ibu bupati, kami selalu mendapat surat 
permintaan untuk meliput dan melakukan publikasi beritanya. Pasti kami 
mengirimkan orang-orang Diskominfo ke lapangan untuk meliput, lalu 
beritanya kami usahakan untuk dipublish hari itu juga. Yang buat berita ya 
hanya Diskominfo, Humas Setda ikut meliput, tapi output-nya video atau foto. 
12. Terkait jurnal yang ditemukan penulis, pengelolaan website Klaten diklaim 
belum berjalan maksimal, bagaimana tanggapan Anda ? 
Saya baru tahu ada jurnal tersebut mbak. Tadi sudah saya baca, yaa menurut 
saya gakpapa hasilnya begitu, yang jelas itu jadi masukan kami, sebagai 
evaluasi kami untuk lebih baik lagi. Dan sebenarnya kami juga menyadari, 
masih banyak masyarakat bahkan OPD yang belum mengerti nilai penting 
adanya website. Maka dari itu, Kominfo terus melakukan perbaikan mulai dari 
internal infrastruktur dan internal SDMnya. 
13. Apakah strategi publikasi informasi melalui website ini dinilai efektif ? 
Menurut saya ya semakin efektif mbak. Semenjak ada internet ini, semuanya 
bisa terhubung satu sama lain. Jarak dan waktu sudah tidak jadi kendala 
dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ibaratnya masyarakat bisa 
mengawasi kinerja pemerintah. Penyampaian aspirasi dan aduan akan lebih 
cepat, hemat biaya dan waktu. 
 
  
Narasumber : Staf Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi 
Nama : Taufiq Hidayanto, ST 
Tempat : Kantor Diskominfo Klaten 
Transkrip Wawancara 16 Agustus 2019 
1. Apa saja kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan layanan informasi 
publik di Diskominfo Klaten ? 
Kendala yang dihadapi seputar kerja sama dengan OPD atau bagian Setda 
lainnya sih mbak. Beberapa dokumen memang belum diupdate lagi. Idealnya 
mereka yang aktif menyetorkan dokumen tersebut ke Diskominfo. 
2. Bagaimana mekanisme pelayanan informasi Diskominfo Kab. Klaten saat 
sudah aktif menggunakan website ? 
Kalau permintaan informasi bisa melalui email atau buka website PPID mbak, 
beberapa dokumen sudah diunggah di sana. Link yang terhubung dari 
klatenkab ke ppid juga ada. Dulu masih pakai telpon, sms, dan datang ke 
kantor, sekarang via email bisa.  
3. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat jika 
hendak meminta sebuah informasi ? 
Kami usahakan hari itu juga bisa terpenuhi permintaan informasinya mbak. 
Paling lama 2-3 hari. Itu paling lama mbak. Misal ada yang minta sambutan 
ibu, itu segera kami arahkan untuk mengunduh di website klatenkab. Link 
sudah kami sediakan, tinggal diunduh masyarakat. 
4. Bagaimana tahap peliputan berita yang dilakukan Diskominfo Klaten ? 
Jadi awalnya kami diminta ajudan bupati atau dari pihak penyelenggara even 
mengirim surat ke Diskominfo untuk melakukan peliputan berita, foto dan 
video. Di hari pelaksanaannya kami kirimkan SDM liputan ke lapangan. 
Kerjanya ya jadi seperti wartawan, setelah itu langsung kami tugaskan untuk 
  
setor berita atau bahan berita ke Pak Joko, lalu dari Pak Joko finishing dan 
editing, barulah diunggah mbak Dila.  
5. Selain publikasi berita, agenda rutinan apa yang dilakukan Diskominfo untuk 
selalu mengaktifkan layanan informasi melalui website ? 
Kami selalu up to date berita mbak, paling tidak sehari ada satu berita yang 
dinaikkan. Kami juga selalu mengecek email, apakah ada permintaan 
informasi yang masuk. Terus juga cek aplikasi Matur Ibu, aduan apa saja yang 
masuk. Lalu dari situ kami segera respon satu per satu. Kalau di tengah tahap 
ini ada beberapa informasi yang harus dipastikan kebenarannya, kami kroscek 
dulu dengan OPD terkait. 
6. Kalau terkait target gimana? Misal target pengunjung, terus target 
pemberitaan? 
Kalau target pengunjung, gak perlu jauh-jauh ya, yang jelas itu targetnya 
adalah  masyarakat Klaten. Berdasarkan layanan informasi yang lewat aduan 
Matur Ibu Klaten, paling tidak ada 8-10 aduan per hari. Sedangkan rata-rata 
kunjungan halaman per hari di website www.klatenkab.go.id adalah 1000-
2000 kunjungan. Apalagi ini puncak agenda pemerintah Kabupaten Klaten, 
publikasi pengumuman lomba, pengumuman informasi rangkaian agenda Hari 
Jadi Kab. Klaten hingga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 
tahun ini, semakin tinggi kunjungannya. 
Target pemberitaan paling tidak selama 3 bulan itu ada 100 berita yang 
terpublikasi mbak. 
 
 
 
 
  
Narasumber : Kepala Bagian Humas Setda Klaten 
Nama : Wahyudi Martono, S.Sos., M.M 
Tempat : Kantor Humas Setda Klaten 
Transkrip Wawancara 16 Agustus 2019 
 
1. Sebelum Diskominfo berdiri, apakah benar pusat segala informasi ada di 
Humas ? 
Ya, betul sekali. Diskominfo itu baru berdiri dua tahun yang lalu. Jadi 
dulunya segala informasi berpusat di Humas. Jadinya Humas melayani 
masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, melaporkan aduan-aduan yang 
ditujukan kepada pemerintah kabupaten, dan minta beberapa data informasi 
yang dibutuhkan mereka. Pengertian masyarakat menganggap bahwa Humas 
tahu segala-galanya. Dulu, semua pencarian informasi larinya ke Humas. 
Humas menjadi gerbang utama informasi. Nah, setelah ada Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik No. 8 Tahun 2014, semua OPD bisa melayani 
informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. 
Maksudnya adalah informasi yang apabila itu dikonsumsi publik 
menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dan selanjutnya adalah informasi 
yang berkaitan dengan anggaran atau SPJ yang belum diaudit oleh lembaga 
yang berwenang 
2. Sebelum website hadir, bagaimana layanan informasi publik yang dilakukan 
oleh Humas ? 
Dulunya Humas itu punya yang namanya media cetak. Nama media cetaknya 
itu Focus. Jadi publikasi semua informasi melalui Focus. Ditambah ada 
pemberitahuan lewat SMS, lalu lewat telpon, terus beberapa kali ya datang ke 
kantor. Banyak staf ASN yang menetap di kantor untuk melayani permintaan 
informasi dari masyarakat. Sebelum ada model BBM, belum ada WA itu Pak 
  
Narno mengawali dengan SMS. Jadi semua informasi itu disebar melalui 
informasi SMS. Selain itu, pada waktu itu Humas juga mempunyai media 
cetak, yang namanya Focus, sebagai penyebar luasan informasi atau program-
program pembangunan yang ada di Kabupaten Klaten, dan di situ juga, Focus 
itu ada kolom serap aspirasi dari masyarakat 
3. Bagaimana alur atau tahap permintaan informasi dari publik kepada 
pemerintah Kab. Klaten ? 
Ya datang ke kantor, atau lewat SMS bisa juga telpon. Kalau permintaan 
informasi bisa direspon saat itu juga, ya segera kami respon, tanpa masyarakat 
harus menunggu. Intinya kami ini ASN yang melayani rakyat. 
4. Setelah hadirnya internet apakah pengelolaan dan pemanfaatan website dinilai 
efektif ? 
Wah.. kalau internet ini memang sangat membantu kinerja kami. Awalnya 
memang adaptasi dulu, sejak 2005 website pemkab Klaten hadir. Jelas ya 
mbak, pasti banyak keterbatasan, tapi kami selalu melakukan evaluasi dan 
peningkatan pengelolaan website. Nah, pas awal tahun 2017, website pemkab 
Klaten sudah dibawa Kominfo. Karena Kominfo Klaten ini juga termasuk 
baru. Mas Pinan pindah, dan website pun ikut pindah ke Diskominfo. Di 
Humas Media Cetak Focus bertahan hanya sampai tahun 2007, setelah itu gak 
dicetak lagi, hanya saja sekarang di Humas ada sejenis web tapi masih blog 
mbak. Nama domainnya www.focusklaten.net.  
5. Apa saja kendala yang dihadapi selama website masih di bawah pengelolaan 
Humas? 
Kendala yang dihadapi Humas Setda saat itu adalah keterbatasan SDM, 
terutama yang menguasai komputer, dan teknologi informasi. Desain website 
saat itu masih sangat terbatas apalagi desain front office masih sangat 
sederhana. 
  
 
Lampiran 3 
Dokumentasi Foto saat 
Wawancara 
Wawancara dengan 
Penanggung Jawab Admin 
website resmi Kabupaten 
Klaten, Pinandita Bima 
Mahendra, ST., di Kantor 
Diskominfo Kab. Klaten 
pada 12 Mei 2019 
 
 
Wawancara dengan Staf 
Seksi Komunikasi dan 
Diseminasi Informasi, Taufiq 
Hidayanto, ST., di Kantor 
Diskominfo Kab. Klaten pada 
16 Agustus 2019 
 
Wawancara dengan Kepala 
Bagian Humas Setda Klaten, 
Wahyudi Martono, S.Sos., 
M.M., di Kantor Humas 
Setda Klaten pada 16 
Agustus 2019 
  
Lampiran 4 
Surat-Surat Penelitian 
 
  
 
  
  
  
Lampiran 5 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Nama   : Dewi Ayu Sri Hastuti 
Tempat/tanggal lahir : Klaten/18 Agustus 1998 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat  : Jl. Besole-Stasiun Ceper, Mondokan RT01/RW06, Klepu, 
Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 57465 
Agama   : Islam 
No.Hp   : 085728217565 
e-mail   : dewi.ayuhastuti09@gmail.com 
Riwayat Pendidikan 
2003-2009 : SD Negeri 3 Klepu 
2009-2012 : SMP Negeri 3 Delanggu 
2012-2015 : SMK Negeri 1 Klaten 
2015-2019 : Sedang Menempuh jenjang S1 Komunikasi & Penyiaran Islam di 
IAIN Surakarta 
 
 
